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ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SIMPANAN KHUSUS DI BMT NU
SEJAHTERA CABANG KOTA SEMARANG

Salah satu simpanan yang ada di BMT NU Sejahtera yaitu simpanan khusus. Simpanan
khusus merupakan simpanan dimana bagi hasil diberikan di awal transaksi dan bagi hasil
tersebut harus berupa barang. Pihak BMT juga memberikan bagi hasil perbulan. Pada dasarnya
diperbolehkan atau tidaknya bagi hasil simpanan khusus dalam Islam terdapat pada pemenuhan
rukun dan syarat yang terdapat di akadnya. Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana
tinjauan hukum Islam terhadap transaksi simpanan khusus di BMT NU Sejahtera. Adapun
permasalahan dalam skripsi ini adalah bagi hasil yang ada simpanan khusus. Adapun
permasalahan dalam skripsi ini adalah 1) bagaimana system bagi hasil simpanan khusus di BMT
NU Sejahtera? 2) bagaimana praktek simpanan khusus dilihat dari hukum Islam di BMT NU
Sejahtera?.

Jenis penelitian tersebut tergolong dalam penelitian normative-empiris, metode hukum
normative adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau
bahan sekunder dan metode empiris adalah penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data
primer. Penelitian ini menggunakan pendekatan non-doktrinal dengan sumber data diperoleh
langsung dari penyimpan di BMT NU Sejahtera yang menggunakan program simpanan khusus
dan dari pihak BMT itu sendiri. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah
wawancara, dokumentasi. Selanjutnya teknik pengolahan data dilakukan dengan melalui tiga
tahap yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan anaalisis yang
dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa transaksi simpanan khusus yang ada di
BMT NU Sejahtera dilakukan dengan akad mudharabah. Transaksi simpanan khusus tersebut
pihak shahibul maal menyimpan uang kepada pihak mudharib atau pihak BMT. Akad
mudharabah tersebut termasuk jenis mudharabah mutlagah karena jenis usaha yang dilakukan
oleh pihak BMT atau pihak mudharib tidak terbatas. Dalam hal ini masyarakat bertindak sebagai
shohibul maal karena menyalurkan dananya kepada pihak BMT. System bagi hasil di dalam
simpanan khusus diberikan pada awal transaksi yaitu sebesar 0,65% berupa barang dan 0,05%
setiap bulannya akan diberikan pada saat jatuh tempo. Bagi hasil yang dilakukan oleh pihak
BMT di awal transaksi harus berupa barang yang cara pembeliannya akan diproses oleh pihak
BMT sesuai keinginan penyimpan dan apabila penyimpan ingin membelinya sendiri maka harus
didampingi oleh pihak BMT. Pada saat jatuh tempo pihak BMT akan mengembalikan uang yang
disimpan beserta sisa bagi hasil yang harus diterima oleh pihak shahibul maal yaitu sebesar
0,05% perbulannya.berdasarkan tinjauan hukum Islam, apa yang dipraktekan dalam simpanan
khusus di BMT NU Sejahtera. Adapun akad dalam bagi hasil tersebut rusak dikarena syarat-
sayart yang ada di kontrak tidak dipenuhi yaitu bagi hasil yang sebanyak 0,05% perbulan dan
akan diberikan pada saat jatuh tempo tersebut pihak BMT tidak memberikan bagi hasilnya. Pihak

Kata Kunci: Simpanan Khusus, mudharabah
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zaman sekarang ini perkembangan Perbankan Syariah di Seluruh Indonesia,
selain itu berkembang juga Lembaga keuangan Mikro Syariah dengan fasilitas atau
sarana pendukungnya yang lebih lengkap. Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah
(LKMS) sangat penting bagi keberhasilan perbankan syariah di Tanah air ini. Kedudukan
LKMS antara lain dipresentasikan oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul
Maal Wat Tamwil (BMT), Koprasi Pesantren (KOPONTREN), yang sangat viral bisa
menjangkau transaksi syariah di daerah yang tidak bisa dilayani oleh bank umum maupun
bank yang membuka unit syariah.*

Lembaga keuangan tersebut terbagi menjadi dua yaitu Lembaga Keuangan bank
dan Lembaga Keuangan Non Bank. Lembaga Keuangan yang non bank yaitu BMT
(Baitul Maal Wat Tamwil). BMT merupakan sebagai Lembaga Keuangan Mikro atau
balai usaha mandiri terpadu dengan kegiatan utamanya mengembangkan usaha-usaha
produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi masyarakat kecil
untuk mendoron dan menunjang kegiatan ekonomi?

Ketika Nabi Muhammad menjadi kepala Negara, nabi memperkenalkan konsep
baru dibidang keuangan Negara diabad ke-7, yaitu semua hasil penghimpunan kekayaan
Negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan
kebutuhan Negara. Tempat pusat pengumpulan dana adalah bait al mal. Pada saat itulah
pemasukan yang sangat sedikit disimpan disimpan dilembaga tersebut dalam jangka yang
pendek untuk selanjutnya didistribusikan kepada mesyarakat. >

! M. Luthfi Hamidi, Jejak-Jejak Ekonomi Syariah, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), 79

2 Ending Retnonimgsih, “Sistem Informasi Simpanan dan Pembiayaan Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)
Al-Multazam Kabupa ten Tegal”, Jurnal Evolusi Vo, 3 No.2 (2015), 1

* Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (dari masa klasik Hingga Kontemporer), (Jakarta: Pustaka
Asatruss, Cet. 1, 2005). 16-17



Sebagaimana yang telah dijelaskan, kegiatan BMT sudah dimulai sejak masa
Nabi Muhammad, hanya saja pada masa itu belum berbentuk suatu lembaga yang berdiri
sendiri. Pada masa itulah semua uang dan kekayaan yang terkumpul dari berbagai sumber
langsung dibawah kendali nabi. Lembaga keuangan BMT mempunyai tujuan untuk
membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi program pengentasan kemiskinan
dan menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagai anggota dengan
prinsip syariah. Sebagaimana yang diketahui bahwa BMT memiliki dua fungsi utama
yakni financing (pembiayaan) dan funding (penghimpunan dana). Disebut investasi yaitu
karena prinsip yang dilakukan adalah prinsip penanaman dana dan keuntungan akan
diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi objek sesuai dengan nisbah bagi
hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya. Dan disebut pembiayaan yaitu karena bank
syariah atau lembaga syariah menyediakan dana untuk membiayai kebutuhan nasabah
yang memerlukannya dan layak untuk memeperolehnya.’

Selain dari financing ada jenis produk yang berbentuk penghimpunan dana yaitu
menghimpun dana dari masyarakat. Dalam penghimpunan jenis produknya yaitu berupa
simpanan atau tabungan. Menurut teori klasik, simpanan ataupun tabungan adalah fungsi
dari tingkat bunga. Semakin tinggi suku bunga maka semakin tinggi keinginan
masyarakat untuk menabung. Hal ini berarti pada tingkat bunga tinggi masyarakat akan
lebih terdorong untuk mengorbankan konsumsinya guna menambah tabungan.®

Upaya penghimpunan dana tersebut harus dirancang sedemikian rupa sehingga
dapat menarik minat masyarakat untuk menjadi anggota di BMT. Prinsip utama dalam
manajemen funding ini adalah kepercayaan. Artinya kemampuan masyarakat untuk
menaruh dananya pada BMT sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat
terhadap BMT tersebut.’

Di dalam ajaran agama Islam terdapat figh muamalah dapat diartikan suatu
kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat

manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.® Dalam artian secara umum adalah

* Zainul Arifin, Dasar-Dasar Bank Syariah (Jakarta: Pustaka Alvabet, Cet, VI 2006), 200

> Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),102

6 Nopirin, Ekonomi Moneter (Yogyakarta: BPPE, 2000),71

” Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wat Tanwil (Yogyakarta: Press, 2004),149.
® Abdul Rahman Ghazaly dkk, Figh Muamalat, Cet ke-1, (Jakarta,2010),3
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aturan-aturan Allah SWT yang mengatur manusia sebagai makhluk social dalam urusan
dunia. Sedangkan pengertiannya yaitu mengatur berbagai akad atau sebuah transaksi
yang membolehkan manusia saling memiliki harta dan saling tukar menukar manfaat
sesuai dengan ketentuan syariah Islam tersebut.’

Di dalam figh muamalah, kedudukan akad dalam suatu transaksi begitu sangat
penting. Sehingga akad atau perjanjian dapat di artikan sebagai kerjasama yang terbentuk
dengan nila-nilai syariah yang ada di agama Islam. '°

Adapun dasar hukum di lakukannya akad dalam Al-Qur’an adalah surah Al-
Maidah ayat 1 sebagai berikut:
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu)
dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya
Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Salah satu berdirinya keuangan syari’ah yaitu dengan system bagi hasil,
didasarkan pada dua alasan utama yaitu: pertama, adanya pandangan bahwa bunga pada
bank konvensional hukumnya haram karena termasuk dalam kategori riba yang dilarang
dalam agama. Kedua, dari aspek ekonomi, penyerahan resiko usaha terhadap salah satu
pihak dinilai melanggar norma keadilan.*

Faktor utama yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah
adalah suku bunga (unterst) sebagai balas jasa atas penyertaan modal yang diterapkan
kepada bank konvensionsl, sedangkan pada bank syariah balas jasa atas modal
diperhitungkan berdasarkan keuntungan atau kerugian yang didasarkan pada akad.

Prinsip urama dari akad adalah keadilan antara pemberi modal dan pemakai modal.

° Andri Soemitra, Hukum Ekoomi Syariah Dan Figh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis
Kontemporer, ( Jakarta: Kencana, 2019),2

10 Mardani, Figh Ekonomi Syariah, (Jakarta:Fajar Interpratama Mandiri, 2013),5

" Andri Soemitra, Bank Lembaga Keuangan Syari’ah, (Jakarta: Kencana, 2009),448



Baitul Maal wal Tamwil (BMT) juga semakin menunjukkan eksistensinya.
Prinsip bagi hasil atau yang lebih dikenal dengan istilah profit sharing. Dikeluarkan
Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dan dikeluarkannya fatwa
bunga bank haram dari MUI Tahun 2003 menyebabkan banyak bank yang menjalankan
prinsip syariah.'?

Dalam bagi hasil terdapat ketetapan akad, hukum atau ketetapan akad yang
dimaksud dalam pembahasan ini adalah menetapkan bagi hasil antara pemilik modal
dengan pengelola. Adapun bagi hasilnya menurut prinsip syariat Islam salah satunya
adalah Mudharabah. Mudharabah dapat di definisikan sebagai sebuah perjanjian diantara
paling sedikit dua pihak dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah dana kepada
pengelola untuk menjalankan aktivitas atau usaha.

Perbankan syari’ah dapat dipastikan bebas dari riba/bunga dan gantinya adalah
adanya system bagi hasil sesuai dengan ajaran syariat Islam.masyarakat luas khususnya
masyarakat yang sering melakukan transaksi perbankan kurang mengetahui apa dan
bagaimana system bagi hasil yang dijalankan dalam operasional bank syari’ah dan usaha
mikro BMT khususnya dalam system bagi hasil dalam pembiayaan dan simpanan.

BMT NU Sejahtera sebagai salah satu lembaga keuangan syari’ah mikro yang
menawarkan beberapa jasa simpanan, salah satunya adalah simpanan khusus. Simpanan
ini merupakan salah satu jasa simpanan anggota yang ditempatkan secara sukarela
sebagai penyertaan modal. Dan simpanan khusus ini diberikan jasa bagi hasilnya pada
awal akad atau awal perjanjian. Adapun ada hal menarik yaitu adanya system hadiah
yang ditawarkan tidak melalui proses undian seperti produk simpanan lainnya. Hadiah
mulai dari mobil, sepeda motor, barang elektronik dan lain sebagainya. Semua dapat
dipilih sendiri oleh anggota dan langsung diterima di awal anggota melakukan transaksi.

Dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa system seperti itu berat sebelah
dikarenakan pihak antara BMT dan Penghimpun dana belum tahu seberapa besar untung
atau rugi simpanan khusus tersebut. Dan ruginya itu ada di pihak BMT itu sendiri
dikarenakan pihak BMT yang mengelola seluruh simpanan tersebut jadi pihak
penghimpun dana sudah mendapatkan keuntungan di awal. Sedangkan pihak pengelola

belum jelas apakah simpanan tersebut mendapatkan keuntungan atau kerugian. Jadi

12 Muhammad, 2000, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, (Yogyakarta Ull Press, 2004),34.

4



sebagai pengelola harus mempunyai cara supaya uang tersebut mendapat keuntungan
yang sesuai dengan ketentuan. Dan bagi hasil di awal tersebut yang diberikan pihak
pengelola kepada pihak penghimpun dana tidak bisa ditarik lagi jika mengalami kerugian.
Maka dari itu saya tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "TINJAUAN
HUKUM ISLAM TERHADAP SIMPANAN KHUSUS DI BMT NU SEJAHTERA
CABANG KOTA SEMARANG *

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana system bagi hasil simpanan khusus di BMT NU Sejahtera?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dalam praktek simpanan khusus di BMT NU

Sejahtera?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan praktis dan penyusun skripsi ini yakni untuk memenuhi tugas akhir dan
mendapatkan gelar sarjana strata satu di jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas
Syarah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Adapun tujuan lain yang dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai
berikut:

1. Untuk mengetahui system bagi hasil simpanan khusus di BMT NU Sejahtera
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dalam praktek simpanan khusus di BMT

NU Sejahtera

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca untuk
menambah ilmu pengetahuan tentang

2. Manfaat Praktis
Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang
nantuinya dapat digunakan sebagai rujukan untuk mengetahui lebih dalam tentang
transaksi simpanan khusus di BMT NU Sejahtera dan dapat dijadikan

pertimbangan dalam transaksi pada simpanan khusus di BMT NU Sejahtera



E. Telaah pustaka
Dalam melakukan penelitian ini penulis memerlukan beberapa penelitian yang
berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai bahan
perbandingan terhadap penelitian atau karya ilmiah yang ada, baik kekurangann atau
kelebihan yang ada sebelumnya. Telaah pustaka juga mempunyai andil besar untuk
membantu peneliti memperoleh informasi yang ada dan juga sebagai rujukan dan contoh
guna menyelesaikan penelitian ini.

1. Skripsi yang ditulis oleh Soraya Atikah (2019), Penelitian ini membahas tentang
Analisis Penerapan Akad Mudharabah Dalam Produk Simpanan Mudharabah
Qurban (SIMUDAQU) Pada BTM Bina Masyrakat Utama di Bandar Lampung.
Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu; Bagaimana pengaplikasian akad
mudharabah pada produk Simpanan Mudharabah Qurban (SIMUDAQU) Pada
BTM Bina Masyarakat Utama Bandar Lampung, dan bagaimana penentuan
nisbah bagi hasil yang terdapat pada Simpanan Mudharabah Qurban. Dari
permasalahan yang ada dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini yaitu
menjelaskan bagaimana pengaplikasian akad mudharabah pada Simpanan
Mudharabah Qurban dan untuk mengetahui bagaimana penentuan nisbah bagi
hasil pada Simpanan Mudharabah Qurban. Adapun metodelogi penelitian yang
dipakai, pertama dengan menggunakan metode observasi (pengamatan) pada
penelitian ini peneliti melakukan Interview kepada bagian HRD, Customer
Service, serta pergawai-pegawai di BTM Bina Masyarakat Utama Bandar
lampung dan peneliti juga melakukan Interview dengan anggota Simpanan
Mudharabah Qurban. Kedua, dokumentasi yaitu peneliti menyelidiki benda-benda
tertulis seperti buku-buku, majalah, koran atau surat kabar, dokumen,televisi,
internet, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi
penelitian.

2. Penelitian oleh Dadan Zaliluddin berjudul “Sistem Informasi Simpan Pinjam
Koperasi BMT Baburahman dengan Menggunakan Visual Basic” disini Penulis
tertarik untuk menjadikan Koperasi BMT Baburahman sebagai objek penelitian
penulis, khususnya dalam hal pengolahan Data Peminjaman dan Pengembalian

Buku, karena dalam pengolahannya masih belum menggunakan suatu aplikasi



khusus untuk menanganinya sehingga prinsip informasi cepat, tepat, dan akurat
belum terpenuhi. Namun peneliti disini menggunakan metode penelitian
observasi, penelitian kepustakaan. maka dalam hal ini Penulis melakukan
pembatasan masalah, agar menghasilkan ketelitian yang lebih akurat, yaitu :
Proses Pengolahan data anggota, Proses pengolahan data Simpanan Keuangan,
Proses pengolahan data Pinjaman Keuangan, Proses pembuatan laporan
Pembayaran Nasabah.

. Skripsi yang ditulis oleh Okta Yuniarti (2019) yang berjudul “Pengaruh Simpanan
Pokok, Simpanan Wajib Dan Simpanan Sukarela Terhadap Pendapatan
Operasional Bmt Pat Sepakat Periode 2014-2017” Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela
terhadap pendapatan operasional baik secara parsial maupun simultan. Metode
yang digunakan dalam penelitian adalah metode kuantitatif dengan jenis
penelitian asosiatif. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda
dan objek yang diteliti adalah BMT Pat Sepakat yang ada di IAIN Curup,
Bengkulu. Hasil penelitian yang menggunakan uji t menunjukan bahwa dari
ketiga variabel yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib berpengaruh positif dan
signifikan terhadap pendapatan opersional BMT Pat Sepakat, sedangkan
simpanan sukarela tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan operasional
BMT Pat Sepakat. Kemudian hasil penelitian yang menggunakan uji F
menunjukan bahwa variabel simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan
sukarela secara bersamasama mempengaruhi pendapatan opeasional BMT Pat
Sepakat Selain itu nilai koefisien determinasi sebesar 0,622 yang menunjukan
62,2% pendapatan operasional dipengaruhi oleh simpanan pokok, simpanan wajib
dan simpanan sukarela.

. Penulis skripsi oleh Zeky Purnando (2017) yang berjudul “Pelayanan Terhadap
Nasabah BMT Al-Amal Bengkulu Perspektif Etika Bisnis Islam” Pelayanan
terhadap nasabah BMT Al-Amal Bengkulu, tampaknya belum terlaksana dengan
baik, karena para pihak nasabah mengungkapkan bahwa mereka tidak bisa
melakukan penarikan tabungan dan melakukan pembiayaan di lapangan sehingga

nasabah BMT Al-Amal Bengkulu banyak yang mengeluh. Kemudian dari



pegawainya juga masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki lagi oleh pihak
BMT Al-Amal Bengkulu karena pegawainya tidak melayani nasabah dengan
baik. penelitian ini dengan menggunakan Penentuan sampel menggunakan tehnik
sampel Insidental sampling atau berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang
secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai
sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai

subjek/informan.

Dari keseluruhan pemaparan diatas, tidak ada satu pun yang membahas tentang
analisis hukum Islam terhadap simpanan khusus di BMT NU Sejahtera. Maka dari itu dapat
disimpulkan bahwa penelitian analisis hukum islam sangat layak untuk di teliti. Selain itu

belum pernah ada meneliti yang fokus dalam penganalisis hukum islam.

F. Metode Penelitian

Metode penilitan merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali
pemecahan terhadap segala masalah.*® Metode penelitian pada dasarnya juga merupakan cara
ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti
kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan
sistematis. Rasional dapat diartikan sebagai cara penelitian dilakukan dengan masuk akal,
sehingga terjangkau pada penalaran manusia. Adapun secara Empiris cara-cara yang
dilakukan dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan
mengetahui cara yang digunakan. Sedangkan penelitian dengan cara sistematis berarti suatu
proses yang digunakan dalam penelitian tersebut dengan langkah-langkah tertentu yang
bersifat logis.14 Maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan normative.
pendekatan normatif yaitu pendekatan yaitu penelitian yang menggunakan studi

kasus hukum normative berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji

" Joko Su bagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), 2.
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfa Beta, 2013), 2.
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rancangan undang-undang.15 Penelitian normative merupakan suatu cara untuk
mendapatkan informasi benar tidaknya menurut hukum dan menjelaskan
bagaimana suatu peristiwa tertentu berdasarkan hukum yang benar.*°

2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu menggunakan penelitian kualitatif.
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memusatkan perhatiannya pada
prinsip-prinsip umum yang mendasari gejala yang ada dalam kehidupan manusia.
17 penelitian ini merupakan penelitian yang diambil bukan dari angka-angka tetapi
menggunakan kata-kata verbal.'® Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti
yaitu penelitian terhadap praktek transaksi pelaksanaan simpanan khusus di BMT
NU Sejahtera kota Semarang.

3. Sifat Penelitian
Sifat penelitian ini adalah deskriptif yang mengungkapkan peraturan-peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi
objek penelitian.”® Yaitu dengan cara mendiskripsikan dan menguraikan
bagaimana praktek transaksi pelaksanaan simpanan khusus di BMT NU Sejahtera

kota Semarang.

4. Sumber Data dan Badan Hukum
a. Sumber Data

1. Data Primer

Adalah analisis asli yang dilakukan oleh peneliti yang dapat menghasikan temuan
berupa tentang topik spesifik.’> Data yang diperoleh oleh peneliti tersebut

langsung dari sumbernya dan tanpa perantara pihak lain.* Data primer yang

B Suteki, Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum, (Depok: Rajawali Pers,2018), 174

'® Noor Muhammad Aziz, Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, (Jurnal Media Pembinaan Nasional, 2012 Vol.1 No.1), 19

Y Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 20

18 Suteki, Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum, (Depok: Rajawali Pers,2018), 140

9 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), him. 105.

20 Suteki, Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum, (Depok: Rajawali Pers,2018), 141.

*! suteki, Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum, (Depok: Rajawali Pers,2018),, 214



didapat secara langsung oleh penulis yaitu dengan melakukan wawancara

terhadap pengguna aplikasi Batu Vulkanik.

2. Data Sekunder
Adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang
berhubungaan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk seperti
laporan, skripsi, tesis, dan perundang-undamgan.22 Data sekunder yang digunakan
oleh peneliti yaitu buku, dokumen, atau peraturan yang membahas tentang akad
mudharabah.
b. Bahan Hukum
1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat
secara yuridis.?® Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan,
catatan-catatan resmi, dan putusan-putusan hakim.?* Bahan hukum primer yang
digunakan oleh penulis yaitu Al-Qur’an dan hadits, informasi dari pihak lembaga
BMT tersebut.
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang sangat erat kaitanya
dengan bahan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan
memahami bahan hukum primer yang berupa: Rancangan Peraturan Perundang-
undangan, hasil penelitian, jurnal, dan lain sebagainya.25
5. Metode Pengumpulan Data
a. Wawancara
Wawancara adalah salah satu menumpulkan data yang paling biasa digunakan
dalam penelitia social. Dalam hal ini digunakan ketika subjek kajian dan peneliti
berada langsung dan bertatap muka dalam proses mendapatkan sebuah informasi.

Dan wawancara tersebut digunakan untuk mendapatkan informasi yang

22 7ainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Remaja Rosdakarya,2014),106

% Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Remaja Rosdakarya,2014),106

% peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,( Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009),141.
» Suteki, Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum, (Depok: Rajawali Pers,2018), 216
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berhubungan dengan fakta yang ada dan untuk memenuhi tujuan penelitian.26
Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu semi terstruktur.
b. Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah kumpulan berkas atau data yakni pencarian
informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari hasil
pengumpulan data berupa buku, notulen, transkip, catatan, majalah, dan
sebagainya. Pengumpulan data dalam studi pustaka atau dokumentasi merupakan
alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian.?’
Dalam hal ini, penulis mencari data-data buku, catatan, dan dokumentasi yang
berkaitan dengan objek penelitian yaitu praktek simpanan khusus di BMT NU
Sejahtera
6. Analisis Data
Data yang diperoleh penulis selanjutnya dapat dianalisis dengan langkah-langkah
berikut:
a. Data Reduction (Reduksi data)

Reduksi data diperlukan karena banyaknya data dari masing-masing
informan yang dianggap tidak relevan dengan fokus penelitian sehingga perlu
dibuang atau dikurangi. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran
yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data
atau proses pemilihan pemusatan pada penyederhanan, pengabstrakan, dan
transformasi data kasar yang ada dalam catatan yang diperoleh dari penelitian.
Informasi dari narasumber sebagai bahan mentah diringkas, disusun lebih
sistematis, serta difokuskan pada pokok-pokok yang penting. Dengan demikian,
data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan
mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.”®

b. Display Data (Penyajian data)

Penyajian data merupakan data yang sudah terorganisasikan, tersusun

dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Dalam penyajian data

2 Newman, Metodologi Peneltian Sosia, (Jakarta), 493
7 suteki, Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum, (Depok: Rajawali Pers,2018), 217.
*® Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016),247.



kualitatif penelitian kualitatif, penyadian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian
singkat, bagan hubungan antar kategori, flowcart dan sejenisnya. Penelitian
kualitatif lebih sering menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif.?®

c. Conclusion Drawing (Penarikan kesimpulan)

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kesimpulan yang dapat
menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam
penelitian kualitatif diharapkan mendapatkan temuan baru yang sebelumnya
belum pernah ada.*® Tahap ini dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian
data dengan maksud yang terkandung dalam konsep-konsep dasar penelitian ini
lebih tepat dan objektif. Sehingga mengetahui kejelasan bagaimana hukum

transaksi pada pelaksanaan simpanan khusus di BMT NU Sejahtera.

1. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran isi dari penelitian secara keseluruhan, peneliti akan
menjelaskan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan bagaimana gambaran penelitian secara
keseluruhan dan hal- hal yang membuat penulis melakukan penelitian ini.
Pendahuluan memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan
manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian yang
digunakan, dan sistematika penulisan.
BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab dua ini merupakan pembahasan tentang teori yang terkait
dengan judul penelitian. Dalam hal ini materi yang akan dijelaskan yaitu akad
mudharabah dan penjelasan simpanan tersebut dan mengenai hukum transaksi
tehadap simpanan khusus di BMT NU Sejahtera Kota Semarang menurut islam.

BAB III : DATA PENELITIAN

®Ibid, him. 249.
*sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kulitatif, (Bandung : Alfabeta, 2010).91.
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Dalam bab tiga ini menjelaskan tentang data yang mendukung penelitian
dan hasil dari penelitian dari masalah ini. Dalam hal ini tentang dasar hukum
transaksi simpanan khusus dan menjelaskan tentang BMT NU Sejahtera.

BAB IV : ANALISIS DATA

Merupakan anilisis dari penulis setalah melakukan penelitian dan

mendapat data penelitian tentang simpanan khusus di BMT NU Sejahtera.
BAB V : PENUTUP

Merupakan tahapan terakhir yang berisi kesimpulan dari penelitian yang

merupakan jawab dari rumusan masalah dan uraian serta saran-saran dari

pembahasan masalah simpanan khusus di BMT NU Sejahtera.



BAB Il
GAMBARAN UMUM BMT DAN AKAD MUDHARABAH

A. BMT
1. Pengertian BMT

Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) merupakan lembaga usaha mandiri terpadu yang
isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-
usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha
kecil ke bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiaan menabung dan
menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Baitul maal wat tamwil juga bisa
menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan
peraturan dan amanatnya. Selain itu, yang mendasar adalah bahwa seluruh aktivitas
BMT harus dijalankan berdasarkan prinsip muamalah ekonomi dalam Islam.*

Dengan Demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi
uatama yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak,
sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang
dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fngsi kedua
ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga

berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagaimana lembaga keuangan.

2. Fungsi dan Peran BMT
Fungsi Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), yaitu:

a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong  dan
mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok, usaha
anggota muamalat dan kerjanya.

b. Mempertinggi kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih professional

dan Islami sehingga makin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global.

*! Hertanto Widodo Ak, dkk, Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), (Bandung :
Mizan, 2000), Cet ke-2, 82
2 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2014), cet ke-4, 452
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c. Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan anggota.*
Selain itu BMT juga memiliki beberapa peran, diantaranya adalah:

a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam
melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting system
ekonomi Islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai
cara-cara berinteraksi yang Islami. Misalnya ada bukti bertransaksi, dilarang
curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.

b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif
menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan
pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-
usaha nasabah.

c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung
rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam
memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani
masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi
yang sederhana dan lain sebgaianya.

d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi
BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus
pandai bersikap, oelh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi
dalam rangka pemetaan skala priporitas yang harus diperhatikkan,mislanya
dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan hal
golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.®*

B. Konsep Akad Mudharabah
1. Pengertian Mudharabah

Mudharab berasal dari kata Dharb, yang berarti memukul atau berjalan.

Pengertian memukul atau berjalan tersebut lebih tepatnya adalah proses seseorang

3 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta : Kencana, 2010), Ed. 1, Cet. Ke-2, 453
** Nuruk Huda dan Muhammad Haykal, Lembaga Keuangan Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Grup), Ed. 1, Cet. 1, 365



memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha antara dua pihak dimana pihak pertama
(shohibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi
pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan kedua
belah pihak yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh
pemilik modal selama kerugian ini bukan akibat kelalaian si pengelola. Jika kerugian itu
diakibatkan kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus tanggung jawab

atas kerugian tersebut.*®

Mudharabah arti asalnya yaitu berjalan diatas bumi untuk beriaga atau yang
disebut dengan giradh yang arti asalnya saling mengutang. Mudharabah mengandung arti
“kerja sama dua pihak yang satu diantaranya menyerahkan uang kepada pihak lain untuk
diperdagangkan, sedangkan keuntungannya dibagi diantara keduanya menurut

kesepakatan”.*®

Mudharabah berasal dari kata ad-dharb yaitu bepergian untuk urusan dagang.
Sebagaimana firman Allah dalam Al-qur’an syrah Al-Muzamil ayat 20 yaitu:*’

1 - L2 = P
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Artinya:“dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian
karunia Allah” (QS Al-Muzamil: 20)

Kata mudharabah berasal dari kata dharaba pada kalimat al-dharab yaitu
bepergian untuk urusan dagang. Menurut bahasa, kata Abdurrahman Jaziri, Mudharabah
berarti ungkapan terhadap pemberian harta seseorang kepada orang lain sebagai modal
usaha keuntungannya dibagi antara mereka berdua, dan bila rugi akan ditanggung oleh

pihak pemilik modal.*

** Muhammad Sya fi'i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani, 2001),95

*® Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figih, (Bogor: Kencana, 2003),244

7 Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, Alih Bahasa oleh Kamaluddin A Marzuki, Terjemah Figih Sunnah, Jilid XIlI,
(Bandung: Al Ma’arif,1997),36

% Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, (Bandung: CV Dipenegoro,2008), 575

* Helmi Karim, Figih Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993).11
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Ada pula yang menyebut Qiradh dengan muamalah yaitu akad antara kedua belah
pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang kepada

pihak lainnya untuk diperdagngkan dan laba dibagi sesuai kesepakatan).*

Jadi, Mudharabah adalah system kerja sama usaha dua pihak atau lebih dimana
pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh kebutuhan modal, sedangkan
nasabah sebagai pengelola (mudharib) mengajukan permohonan pembiayaan atau

simpanan dan untuk ini nasabah sebagai pengelola (mudharib) menyediakan keahliannya.

Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan bahwa mudharabah adalah semacam syarikat
agad, bermuafakat dua orang padanya dengan ketentuan: modal dari satu pihak,
sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari pihak lain, dan keuntungan-keuntungan

dibagi antara mereka.**

Kasmir mengemukakan, bahwa mudharabah merupakan akad kerjasama atara du
pihak, piak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola.
Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi,
maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian mengakibatkakn kelalaian
pengelola.*?

Mudharabah berdasarkan ahli figih merupakan suatu perjanjian yang seseorang
memberi hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang adanya keuntungan
yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui. Sedangkan, secara
teknis mudharabah adalah kerja sama antara dua pihak pertama (shahibul maal)

menyediakan seluuruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.*®

Muhammad Ridwan memberikan pengertian secara praktis akad mudharabah,
yaitu ““ akad kerja sama dua orang atau lebih, salah satu pihak menyediakan modal secara
penuh dan pihak lain menjalankan usaha. Pemilik modal disebut dengan shahibul maal,

sedangkan pengusaha disebut mudharib. Anatara keduanya terikat dengan keja sama

%0 Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, Alih Bahasa oleh Kamaluddin A Marzuki, Terjemah Figih Sunnah, Jilid XII,
(Bandung: Al Ma’arif,1997),36

* Hasbi Ash Siddieqy, Pengantar Figh Muamalah, (Jakarta: Bulan Bintang,1974) ,6

*2 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002). 6

* Muhammad Musleihudin, Sistem Perbankan Salam Islam, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994). 63



usaha. Pembagian keuntungan disepakati bersama, sedang kerugian ditanggung oleh
pemilik modal, jika kerugian tersebut disebabkan karena kelalaian pengusaha, maka

pengusaha berkewajiban menanggung kerugian tersebut.**

Menurut istilah, Mudharabah atau giradh dikemukakan oleh para ulama sebagai
berikut:

a. Menurut para Fugaha, mudharabah ialah akad antara du pihak (orang) saling
menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain
diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuangan, seperti
setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

b. Menurut Hanafiyah, mudharabah adalah memandang tujuan dua pihak yang
berakad yang berserikat dalam keuntungan, karena harta yang diserahkan
kepada yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka mudharabah ialah:
“akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak pemilik harta
dan pihak lain pemilik jasa”.*

c. Malikiyah berpendapat bahwa mudharabh ialah: “akad perwakilan, dimana
pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada orang lain untuk
diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak)”.*®

d. Imam Hanabilah berpendapat bahwa mudharabah ialah: “ibarat pemilik harta
menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang
dengan bagian dari keuntungan yang diketahui”.*’

e. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa mudharabah ialah: “akad yang
menentukan seorang menyerahkan hartanya kepada yang lainuntuk
ditijarahkan”.*®

f. Menurut Imam Taqiyyudin, Mudharabah ialah: “akad keuangan untuk

dikelola dikerjakan dengan perdagangan”*

* Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), (Yogyakarta: Ull Press, 2004). 96
*> Abdurrahman Jaziri, AIOFigh ‘Ala Madzabi Al-arba’ah, Juz Il, (Mesir: Tiariyah Qubra). 35

* Abdurrahman Jaziri, AIOFigh ‘Ala Madzabi Al-arba’ah, Juz Il, (Mesir: Tiariyah Qubra). 38

* Abdurrahman Jaziri, AIOFigh ‘Ala Madzabi Al-arba’ah, Juz Il, (Mesir: Tiariyah Qubra). 42

*8 Abdurrahman Jaziri, AIOFigh ‘Ala Madzabi Al-arba’ah, Juz Il, (Mesir: Tiariyah Qubra). 44

* Taqiyuddi Abi Bakr Ibn Muhammad, Kifayat Al-Akhyar, (Bandung: Al Ma’arif). 301
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Mudharabah adalah pemberian harta tertentu kepada orang lain supaya dijadikan
modal usaha dan keuntungannya dibagi berdasarkan syarat yang menjalankan disepakati

antar pemilik modal dengan yang menjalankan modal.>®

Bentuk usaha mudharabh ini, ada pada masa Nabi Muhammad SAW, dan beliau
mengakuinya kebijaksanaan Allah menuntut dibolehkannya kongsi mudharabah ini, karena
orang-orang yang membutuhkan. Selain itu, karena uang tidak akan berkembang kecuali
diinvestigasi dan diniagakan Al-Alamah Ibnu Al-Qayyim berkata, mudharib (pihak pekerja)
adalah orang yang dipercaya, orang yang diupah, wakil mitra kongsi bagi pemilik modal
(shahibul mal) sebagai orang yang dipercaya ketika memegang harta pemiliknya. la sebagai
wakil ketika mudharib ini mengembakan harta tersebut, dan sebagai orang yang diupah
dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk mengembangkan harta, dan mudharib sebagai
mitra kongsi ketika ada laba dari harta yang dikembangkan tersebut.>

Setelah diketahui beberapa pengertian di atas dapat disimpulksn bahwa mudharabah
adalah keja sama bagi hasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berakad dimana
suatu pihak memberikan modal dariharta miliknya senidir kepada pihak lain sebagai modal
usaha produktif dan keuntungan dari usaha ini dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.
Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa mudharabah adalah kerja sama antara
modal dengan tenaga atau keahlian. Dengan demikian dalam mudharabah ada unsur syirkah
atau kerja sama harta dengan harta, tenaga dengan tenaga, dan harta dengan tenaga. Namun
jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan

pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah rugi tenaga tanpa kerugian. 2
2. Dasar Hukum

Melakukan akad mudharabah atau giradh adalah mubah (boleh). Adapun dasar
hukum yang disyariatkannya mudharabah dalam Islam adalah:

a. Al-Qur’an

Ayat yang berkenan dengan mudharabah, antara lain:

*0 zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2006).155
1 saleh Fauzan, Figh Sehari-hari, (Jakarta: Gema Insani, 2006). 468
>> Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalah, (Jakarta, 2010). 367



Surah Al-Bagarah ayat 282-283
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“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk

waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (Surah Al-Bagarah: 282)
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..akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah
yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah
Tuhannya” (Surah Al-Bagarah:283)

Al-Qur’an surat Al-Bagarah ayat 198 yang berbunyi:

s R rﬁjwmlwu‘cbv‘:‘-ﬁw‘-’

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan ) dari
Tuhanmu”.”®

Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 29 berbunyi:

[
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu

dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama

>3 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnnya, (Jakarta: Institut lImu Al-Qur’an). 106
> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnnya, (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur’an). 49
> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnnya, (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur’an). 31
> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnnya, (Jakarta: Institut llmu Al-Qur’an). 83
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suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah

Maha Penyayang kepadamu”.
C. Hadits

Hadits yang berkaitan dengan mudharabah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn
Majah dari Shuhaib bahwa Nabi Muhammad SAW Bersabda yang artinya
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“ Hasan Bin Ali Al-Khalal menceritakan kepada kami, Nasr bin Al-Qasim menceritakan

kepada kami, dari Abdi Ar-Rahman bi Daud, dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa

Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli

secara tangguh,mudharabah dan mencampur gandum dengan jelas untuk keperluan
rumah tangga, bukan untuk dijual” (H.R Ibnu Majah)®’

Adapun hadits yang berkaitan dengan Mudharabah sebagaimana hadits yang
diriwayatkan olen Hakim bin Hizam RA bahwa Nabi SAW, bersabda:

“Dari Hakim bin Hizam RA: bahwa dia mensyaratkan kepada orang yang
diberinya modal secara giradh agar tidak mengelolanya untuk jual beli hewan, tidak
membawanya mengarungi lautan, tidak membawanya turun ke lembah sungai. Jika kamu
melakukan salah satu dari hal-hal itu maka kamu bertanggungjawab atas hartaku tersebut
(jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan).” HR. Ad-Daruquthni.®

Maka dari itu jelas bahwa pemilik modal yang digunakan dalam mudharabah,
berhak mensyaratkan sekutunya untuk berusaha jangan melakukan hal-hal yang bisa
menghadapkan harta yang diperdagangkan itu keada suatu bahaya. Berdasarkan hadits
diatas, maka dapatlah diketahui bahwa mudharabah itu boleh. Dalam hal ini berkata Al-
Hafizh Ibnu Hajar: “keputusan kita ialah bahwa mudharabah itu telah ada di zaman Nabi
SAW. Beliau tahu dan mengakuinya. Dan kalau tidak tentu tidak dibolehkan oleh

sunnah”.%®

>’ Abu Abdullah bin Yazid lbnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Darun Nasyr Al-Misriyah. . 305

*8 Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, Syarah Bulughul Maram, alih bahasa oleh Thahirin Suparta,
(Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet. ke-1, jilid 5, h. 27.

> A. Syafi’i Jafri, Figh Muamalah, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 88-89



D. Fatwa Sahabat

Imam Malik meriwayatkan dalam al-Muwaththa’ dan Syafi’i dalam al-Musnad, bahwa
Abdullah dan Ubaidullah keduanya putra Umar r.a, pernah pergi ke Irak menjadi pasukan
perang. Ketika kembali mereka berjumpa dengan Abu Musa Al-Asy’ari, pada saat itu Abu
Musa menjadi amir (gubernur) di Bashrah .Saat itu Abu Musa berkata : Andaikan aku
mampu memberikan sesuatu yang lebih bermamfaat untuk kalian , tentu aku akan
melakukannya. Selanjutnya Beliau berkata; disini ada harta dari Allah SWT yang hendak aku
kirimkan kepada Amirul Mukminin (Khalifah Unar bin Khathab), maka sekarang aku
pinjamkan kepada kalian, sehingga kalian dapat membeli barang dagangan dari Irak,
kemudian kalian jual di Madinah dan kalian mendapatkan keuntungan, sementara modal
pokoknya kalian serahkan kepada Amirul Mukminin. Akhirnya Umar mengambil modal
pokoknya dan separoh dari keuntungannya. Sedangkan kedua putranya diberi dari separoh

keuntungannya.®
E. jma’

Diantara ijma’ mengenai mudharabah, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jama’ah
dari shahabat menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah. Perbuatan tersebut tidak

ditentang oleh shahabat lainnya .

F. Qiyas

Mudharabah digiyaskan kepada al-Musyagah (menyuruh seseorang untuk mengelola
kebun). Karena di antara manusia, ada yang miskin dan ada juga yang kaya. Di satu sisi,
banyak orang kaya tidak dapat mengusahakan hartanya,di sisi lain, tidak sedikit orang miskin
yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya mudharabah
ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk

kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.®?

% Muhammad Abdul Aziz al-Halawi, Fatwa dan ljtihad Umar bin Khatab, (Surabaya, Risalah Gusti, 1999 ), h
.386

® Alaudin al-Kasyani, bada’l Ash-Shana’l fi Tartib Syara’i, (Mesir, Syirkah al Mathbu’ah,tt ), h. 79.

%2 Rachmat Syafi’i, Figih Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan UMUM, (Bandung: Pustaka Setia, 2004),
h. 226
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3. Rukun dan Syarat Mudharabah
a. Rukun Mudharabah

Factor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabh adalah:

a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
b. Objek mudharabah (modal dan kerja)

c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab gabul)®

d. Nisbah

Rukun mudharabah menurut Sayyid Sabiq adalah ijab dan gobul yang keluar dari orang
yang memiliki keahlian. Dalam ijab qobul ini tidak disyaratkan adanya lafadz tertentu, akan
tetapi dapat dengan bentuk apa saja yang menunjukan makna mudharabah karena yang dimaksud

dalam akad ini adalah tujuan dan maknannya, bukan lafadz dan susunan katanya.®

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan
rukun adalah unsur penting yang menyebabkan adanya suatu pekerjaan atas pekerjaan lain, yang

dalam hal ini adalah pekerjaan kerja sama dalam adak mudharabah.
Adapun rukun kerja sama mudharabah menurut ulama’ Syafi’iyah ada enam sebagai berikut:

1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.

2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
3) Agad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.

4) Mal, yaitu harta pokok atau modal

5) Amal, yaitu pekerja pengelola harta sehingga menghasilkan laba, dan

6) Keuntungan®

Menurut malikiyah, bahwa hukum mudharabah itu adalah jaiz, sedangkan rukun-rukunnya
adalah:

% Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Figh Keuangan, (Jakarta: The international Institute Of Islamic
Thought Indonesia, 2003), h. 205

o Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, Alih Bahasa oleh Kamaluddin A Marzuki, Terjemah Figih Sunnah, Jilid XIlI,
(Bandung: Al Ma’arif,1997), h. 38

® Sohari Sahrani dan Ruf’ah Abdullah, Figih Muamalah, (Bogor: Ghalola Indonesia, 2011), h. 199



1) Modal

2) Amal

3) Laba

4) Pihak yang mengadakan perjanjian
5) Sighat (ijab dan gobul)

Sedangkan rukun dalam mudharabah berdasarkan Jumhur Ulama ada 3 yaitu; dua
orang yang melakukan transaksi akad (al-agidain), modal (ma’qud alaih), dan shighat (ijab dan

gabul.®®
Menurut jumhur ulama’. Rukun mudharabah ada lima yaitu:

1) Orang yang berakad

2) Modal

3) Keuntungan

4) Kerja

5) Sighat, yaitu ijab dan gobul®’

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun mudharabah ada tiga, yaitu:

1) Shahibul al-mal (pemilik modal)

2) Mudharib (pelaku usaha)

3) Akad.®®

Menurut Amir Syarifudi pada kerja sama mudharabah terdapat tiga unsur yang setiap
unsur tersebut harus memenuhi syarat sahnya suatu akad mudharabah:

1) Pemilik modal dan pengusaha atau yang disebut juga yang menjalankan
modal sebagai pihak yang melakukan kerja sama. Keduanya harus memenuhi
persyaratan untuk melangsungkan perjanjian, yang dewasa sehat akal dan
bertindak dengan kesadaran dan pilihan sendiri, tanpa paksaan, sedangkan

® Naf’an, Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah,(Yogyakarta: Graha ilmu, 2014). 117
® Nasroen Haroen, Figh Muamalah, Cet ke-2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), h.177
68 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 216
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pengusaha atau yang menjalankan modal harus cakap dan mampu bekerja
sesuai dengan bidangnya.

2) Objek kerja sama atau modal. Syaratya harus dalam bentuk uang atau barang
yang ditaksir dengan uang, jelas jumlahnya, miliknya sempurna dari peilik
modal dan dapat diserahkan pada waktu berlangsung akad

3) Keuntungan atau laba. Keuntungan dibagi sesuai dengan yang disepakatai
bersama dan ditentukan dalam kadar presentase, bukan dalam angka mutlak
yang diketahui secara pasti. Alasannya ialah bahwa yang akan ditterima oleh
pekerja atau pemilik modal buka dalam sesuatu yang pasti.®

Sementara itu, syarat yang harus dipenuhi dalam akad mudharabah yaitu:

1) Dua pihak yang berakad ( pemilik modal/ shabul maal dan pengelola dana/
pengusaha/mudharib). Keduanya hendaklah orang berakal dan sudah baligh
(berumur 15 tahun) dan bukan orang yang dipaksa. Keduanya juga harus memiliki
kemampuan untuk diwakili dan mewakili.

2) Materi yang diperjanjikan atau objek yang diakadkan terdiri dari atas modal
(maal), usaha (berdagang dan lainnya yang berhubungan dengan urusan
perdagangan tersebut).

3) Shigat, yakni serah/ungkapan penyerahan modal dari pemilik modal (ijab) dan
terima/ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola modal dari pemilik
modal (gabul)

4) Harta atau modal

a) Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, seandainya modal
berbentuk barang, maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga
semasa uang yang beredar (atau sejenisnya)

b) Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang

¢) Modal harus diserahkan kepada mudharib, untuk memungkinkannya
melakukan usaha

5) Keuntungan

% Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figih, (Bogor: Kencana, 2003), h. 246



a) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari
keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti. Keuntungan yang menjadi
milik pekerja dan pemilik modal harus jelas prosentasinya.

b) Kesepakatan rasio persentase harus dicapai melalui negosiasi dan
dituangkan dalam kontrak.

c) Pembagian keutungan baru dapat dilakukan setelah mudharib
mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada shohibul maal.™

4. Jaminan

Apabila ada kerugian murni diakibatkan oleh resiko bisnis, bukan karena karakter
buruk mudharib. Jika kerugain terjadi karena karakter buruk mudharib, misalnya lalai
atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak mudharabah, maka pemilik modal tidak

perlu menanggung kerugian seperti itu.

Para fugaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh
mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad syirkah lainnya.”*
Mudharib pada hakikatnya menajdi wakil dari pemilik modal dalam mengelola dana,
sehingga wajib baginya berlaku amanah dika mudharib melakukan keteledoran,
kelalaian, kecerobohan dalam merawat, menjaga dan mengelola dana, yaitu dengan
melakukan pelanggaran, kesalahan dan sebagainya yang tidak termasuk ke dalam akad
ersebut yang telah disepakati. Mudharib tersebut harus menanggung kerugian sebesar
kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggung jawabnya. Sehingga pemilik modal tidak

merasa dirugiakan.”

Untuk menghindari terjadinya kejadian tersebut dari pihak mudharib atau menyalahi
kesepakaan, maka pemilik modal dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada mudharib,
jaminan tersebut bisa diambil alih oleh pemilik modal jika ternyata timbul kerugain

karena mudharib. Jadi tujuan jaminan dalam akad mudharabah adalah untuk menghindari

195.

" Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persadam, 2010), h. 139
"t Wabah Zuhaili, Al-Fighu Al-Islami wa-Adilatuhu, jilid 5, (Damaskus : AIMathba’ah al- Islamiyah, 1969), h.

2 Al Kasani, Bada’i al Shana’i fi tartibi al-sya’i ,juz VI, (Beirut : Darul Fikr, 1996),h. 86
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moral jelek mudharib. Bukan untuk mengamankan nilai investasi jika terjadi kerugian

karena factor resiko bisnis.”

5. Fatwa Tentang Akad Mudharabah

Fatwa Dewan Syariah Nasional menjelaskan yaitu: mudharabah adalah akad kerja
sama dalam suatu usaha antara dua pihak pertama (malik, shahibul al-mal, LKS)
menyediakan semua odal, sedangkan pihak kedua (‘amil, mudharib, nasabah) bertindak
selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang

dituangkan dalam kontrak.

Mudharabh juga bisa dinamakan dengan istilah girad. Maka dalam hal ini, investor
atau pemilik modal dinamakan mugarid, istilah mudharabah digunakan oleh mazhab
Hanafi, Hambali dan Zaydi, sedangkan istilah girad digunakan oleh mazhab Maliki dan

Syafi’i.

Dalam Fatwa DSN MUI No: 155/DSN-MUI/IX/2017 dijelaskan bahwa akad
mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal yang menyediakan
seluruh modal dengan pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai
nisbah yang disepakati dalam akad. Shabhibul al- mal adalah pihak penyedia dana dalam
usaha kerja sama usaha mudharabh, baik berupa orang (Syakhshiyah thabi’iyah) maupun
yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
‘Amil/mudharib adalah pihak pengelola dana dalam usaha kerja sama usaha mudharababh,
baik berupa orang maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun
tidak berbadan hukum. Ra’s mal al-mudharabah adalah modal usaha dalam kerja sama
mudharabah. Nisbah bagi hasil adalah nisbah atau perbandingan yang dinyatakan dengan

angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha.”*

Dan dalam Fatwa DSN MUI No: 155/DSN-MUI/1X/2017 dijelaskan beberapa jenis
mudharabah. Mudharaba-mugayyad adalah akad mudharabah yang dibatasi jenis usaha,
jangka waktu (waktu), dan tempat usaha. Mudharabah-muthlagah adalah akad

® Adiwarman A.Karim,S.E, M.B.A, M.A.E.P. Bank Islam Analisis Figh dan Keuangan (Jakarta, PT Raja
Grafindo Persada, 2004), h. 209
7 Fatwa DSN MUI No: 155/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad Mudharabah



mudharabah yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu dan tempat usaha.
Mudharabah-tsuna’iyyah adalah akad mudharabah yang dilakukan secara langsung antara
shahibul al-mal dan mudharib Mudharabah-musytarakah adalah akad mudharabh yang
pengelolanya turut menyertakan modalnya dalam kerja sama usaha.”

Dijelaskan juga dalam Fatwa bahwa ada beberapa istilah yang ada dalam akad
Mudharabah yaitu Taqwim al-‘urudh adalah penaksiran barang yang menjadi ra’s al-mal
untuk diketahui nilai atau harganya. Keuntungan usaha (ar-ribh) mudharabah adalah
pendapatan usaha berupa pertambahan dari investasi setelah dikurangi modal, atau modal
dan biaya-biaya. Kerugian usaha (al-Khasarah) mudharabah adalah hasil usaha, dimana
jumlah modal usaha yang diinvestasikan mengalami penururnan atau jumlah modal dan
biaya-biaya melebihi jumlah pendapat. At-ta’addi adalah melakukan suatu perbuatan
yang seharusnya tidak dilakukan. At-tagshir adalah tidak melakukan suatu perbuatan
yang seharusnya dilakukan. Mukhalafat asy-syuruth adalah menyalahi isi dan substansi

atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.”®

Ketentuan sighat atau akad ijab qobul dalam Fatwa DSN MUI No: 155/DSN-
MUI/1X/2017 Akad mudharabh harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami
dan dimengerti serta diterima para pihak. Akad mudharabh boleh dilakukan secara lisan,
tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai
syari’ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mudharib dalam akad
mudharabah tsuna’iyyah tidak boleh melakukan mudharabah ulang kecuali mendapat isin

dari shahibul mal.”

Dijelaskan juga bahwasanya ketentuan para pihak yaitu Shahibul al-mal dan mudharib
boleh berupa orang maupun yang disamakan dengan orang,baik berbadan hukum
maupun tidak berbadan hukum. Shahibul al-mal dan mudharib wajib cakap hukum sesuai

dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Shahibul al-mal

> Ibid
’® Ibid
7 Ibid
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memiliki modal yang diserahkanterimakan kepada mudharib. Mudharib wajib memiliki

keahlian/keterampilan melakukan usaha dalam rangka mendapat keuntungan’®
6. Prinsip mudharabah

System bagi hasil merupakan system dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan
bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan
adanya pembagian hasil atas keuntungan yang didapat antara kedua belah pihak atau
lebih.

Dalam system perbankan Islam bagi hasil merupakan suatu mekanisme yang
dilakukan oleh bank Islam (mudharib) dalam upaya memperoleh hasil dan
membagikannya kembali kepada para pemilik dana (shahibul maal) sesuai kontrak yang
dosepakati diawal bersama. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak
ditentukan kesepakatan dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (at-Tarodhim) oleh

masing-masing pihak tanpa adanya paksaan.”®

Dalam hukum Islam penerapan bagi hasil harus diperhatikan pronsip at Ta’awun,
yaitu saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk
kebaikan, sebagaimana dinnyatakan dalam Al-Qur’an “Tolong-menolonglah kamu dalam
(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa
dan permusuhan. Betakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-

2

Nya

Bentuk produk yang menggunakan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah.
Lebih jauh prinsip ini adalah mudharabah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk
produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan musyarakah

lebih banyak untuk pembiayaan.®

”® Ibid

’® H. zaenal Arifin, SH, MKn, Akad Mudharabah (Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil), (Indramayu:
CV. Adanu Abimata, 2021), h. 12

& Abd Shomad, Hukum Islam Pernomaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi,
(Jakarta:Kencana, 2012), h. 142



Secara umum dapat dikemukakan bahwa mudharabah sebenarnya merupakan sub
system musagah. Namun, para ahli figih Islam meletakkan mudharabah dalam posisi
tersendiri dan memberikan dasar hukum yang khusus, baik dari segi teks Al-Qur’an
maupun dari sunnah. Prinsip mudharabah adalah prinsip bagi hasil, yaitu perjanjian

antara pemilik modal dengan pengusaha.

Pada perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek
tersebut atau usaha, dan pengusaha setuju untuk pengelola proyek tersebut dengan
pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan membuat
usulan dan melakukan pengawasan, apabila usaha yang diawasi mengalami kerugian,
maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung pemilik modal, kecuali kerugian itu
terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan pengusaha. Apabila terjadi kerugian
yang merupakan konsekuensi bisnis semata maka kerugian tersebut akan ditanggung
secara bersama-sama antara pemodal dan pengusaha sesuai dengan perjanjian. Dengan
prinsip tersebut semakin jelas terlihat bahwa system ekonomi Islam tampak jelas

memiliki sifat dan semangat kebersamaan serta keadilan.®*
Adapun prinsip-prinsip mudharabah dalam muamalah Islam adalah:

a. Prinsip kebolehan melakukan akad mudharabah

Artinya bahwa akad mudharabah itu dibenarkan oleh Al-Qur’an dan sunnah rasul.
Dalam mudharabah harus tetap berpegang teguh pada ketentuan syari’at Islam
sebagaimana telah dijelaskan pada landasan hukum mudharabah. Mudharabh
diperbolehkan karena memiliki manfaat bagi orang banyak, terutama bagi kaum
lemah dan pengusaha tidak dikenakan tanggungan terhadap modal yang rusak selama
ia tidak melampaui batas dalam arti kerugian itu disebabkab konsekuensinnya dari
bisnis.®

b. Prinsip sukarela tanpa paksaan

84

81 Muhammad, Dasar-Dasar Keuangan Islam, (Yogyakarta: Ekonomi KAMPUS Fakultas Ekonomi, 2004), h.

8 Ahmad Azhar Basyit, Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: Pustaka

Fakultas Hukum Ull, 1990), h. 10
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Akad mudharabah mencerminkan kerelaan untuk bekerja sama, maka tidak boleh
oleh satu pihak yang melakukan akad ini dalam keadaan terpaksa. Selain itu, akad
mudharabah bertujuan untuk membantu kehidupan kaum lemah, bukan semata-mata
mencari keuntungan, bukan pula salah satu cara untuk mengeksplortir. Untuk itulah
dalam bentuk kerja sama ini dituntut adanya kebebasan dari pekerja untuk berusaha
sesuai dengan keinginan pemilik modal.®
c. Prinsip keadilan
Sifat semangat kebersamaan dan keadilan tampak jelas dalam kerja sama
mudharabah. Hal ini dapat dilihat melalui kebersamaan dalam menanggung kerugian
yang dialami dalam usaha, kerugian akan ditanggung pemilik modal apabila kerugian
akan ditanggung pemilik modal apabila kerugian itu merupakan akibat (konsekuensi)
dari bisnis, bukan karena rekayasa. Pihak pengelola menanggung kerugian skill, dan
waktu, sedangkan apabila mendapatkan keuntungan akan dibagi bersama sesuali
dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.®*
7. Macam-Macam Mudharabah
Akad mudharabah dilihat dari segi transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan
pekerja, menurut ulama’ figih terbagi menjadi dua bentuk yaitu:
a. Mudharabah mutlagah
Mudharabh tersebut merupakan penyerahan modal tanpa syarat. Pengusaha atau
mudharib bebas mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurutnya
akan mendatangkan keuntungan dan di daerah mana saja yang mereka inginkan.
Dalam bank teknik mudharabah mutlagah adalah kerjasama atara bank dengan
mudharib atau nasabah yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk
mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Dan hasil keuntungan dari
pengguna dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.®®
b. Mudharabah mugayyadah
Mudharabah tersebut merupakan penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu.
Dalam akad dicantumkan bahwa modal tersebut hanya untuk usaha yang telah

ditentukan (terikat pada usaha tertentu). Pengusaha atau nasabah harus mengikuti

& Helmi Karim, Figih Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993) h. 14
# Karnaen Perwataadmaja dan Muhammad Syafe’l Antonio, Op. Cit,h. 22
& Mansur, Seluk Beluk Ekonomi IsIm, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2009), h. 83



syarat-syarat yang dikemukakan oleh pemilik modal, selain dari syarat-syarat
yang dikemukakan maka dana shahibul maal tidak diperkenankan untuk dipakai.
Dalam teknis perbankan yang dimaksud dengan mudharabah mugayyadah adalah
akad kerja sama antara shahibul maal dengan bank. Modal yang diterima, dikeolal
oleh bank untuk investasi dalam proyek yang sudah ditentukan oleh shahibul
maal. pembagian hasil keuntungan dilakukan sesuai isbah yang disepakati

bersama, diantara pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut.®

8. Hikmah Mudharabah

Mudharabh sebagai salah satu bentuk mu’amalah yang diperbolehkan di agama Islam
sebagai acuan untuk memudahkan bagi manusia dalam melakukan usaha mencari karunia
dari Allah. Oleh karena itu, adawaktunya sebagian dari mereka semua memiliki harta
tetapi tidak mengetahui cara mengembangkannya, sebagian yang lain memiliki
kemampuan untuk mengembangkan harta tetapi tidak memiliki modal yang cukup. Oleh
sebab itu, Islam memperbolehkan mudharabah supaya dapat memberikan manfaat bagi
kehidupannya yang akan dating. Pemilik harta dapat mengambil manfaat dari keahlian
mudharib dalam mengembangkan hartannya dan sebaliknya mudharib dapat mengambil
manfaat dari harta yang dikembangkannya.

Hikmah dari mudharabah yang dikehendaki Allah SWT yaitu untuk mengangkat
kehinaan, kekafiran dan kemiskinan dari masyarakat juga mewujudkan rasa cinta kasih
dan saling menyayangi diantara sesame manusia dengan rasa tolong menolong sesame
umat manusia. Karena seorang yang berharta bersedia bergabung atau saling
memanfaatkan dengan orang yang pandai memperdagangkan harta dari modal yang

dipinjami orang kaya tersebut.®’

9. Berakhirnya Mudharabah

8 Mansur, Seluk Beluk Ekonomi IsIm, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2009), h. 84
¥ Ali Ahmad Al-Jurjawi, Hikmatut Tasyri’ Wal Falsafatuhu,(Semarang: CV Asy-Syifa: 1992) h 120
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Berakhirnya akad mudharabah disebabkan karena, sebagai berikut:

1. Jika menyalahi persyaratan-persyaratan yang ditentukan ketika akad.
Misalnya, ditentukan bahwa usaha yang dilakukan adalah bedagang alat-alat
rumah tangga, maka pihak pemberi modal bisa menafaskh mudharabh itu,
kalau pelaksanaannya tidak memenuhi perjanjian yang disepakati sebelumnya.
Selain itu mudharabah juga bisa dibatalkan apabila mudharib melalikan
tugasnya sebagai pemelihara modal, seperti modal yang ada dipergunakan
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dalam kondisi pelaksana
modal yang melalaikan tugasnya itu, shahibul maal berhak menuntut ganti
rugi bisa ra’s al-maal berkurang jumlahnya.

2. Jika sekiranya pihak mudharib dalam mudharabah bahkan pula pula modal
yang diberikan it kepada orang lain, dalam ketentuan agama, modal yang
diberikan seseorang kepada orang lain tidak boleh dipindah tangankan kepada
orang lain. Sebab modal yang diberikan itu bukanlah harta milik mudharib.
Kalau hal itu terjadi, maka mudharabh pertama menjadi batal serta pelaksana
usaha berkewajiban mengembalikan modal kepada pemiliknya.

3. Wafatnya salah satu pihak yang membuat ikatan perjanjian mudharabh, kalau
pihak pemberi modal yang wafat, maka pihak mudharib wajib mengembalikan
modalnya kepada ahli waris pemilik modal serta keuntungan yang diperoleh
diberikan kepada ahli warisnya itu sebesar kadar persentase yang disepakati.
Dan mudharib tidak berhak mentasarufkan (mengelola) harta mudharabh.
Apabila hal itu dilakukan setelah dia itu mengetahui meninggalnya pemilik
modal tanpa isin ahli warisnya maka dianggap ghasab dan wajib menanggung
atas kerugian yang terjadi, dan jika harta tersebut menghasilkan laba maka
dibagi diantara keduanya. Kalau yang wafat mudharib, maka shahibul maal
dapat menuntut kembali modal itu ke ahli warisnya dengan tetap membagi
keuntungan yang dihasilkan berdasarkan persentase jumlah yang telah

disepakati oleh kedua belah pihak.®

8 Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, Alih Bahasa oleh Kamaluddin A Marzuki, Terjemah Figih Sunnah, Jilid XIlI,
(Bandung: Al Ma’arif,1997), h 37



10. Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil

Islam mendorong praktek bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama
memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang

sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam table dibawah ini:

Table 1.1: Perbedaan Bunga dan Bagi hasil

No.

Bunga

Bagi hasil

1

Penentuan bunga

dibuat pada waktu

Penentuan besarnya

rasio/nisbah bagi hasil dibuat

yang  dijanjikan
tanpa

pertimbangan

apakah proyek
yang dijalankan
oleh pihak
nasabah  untung
atau rugi

akad dengan | pada waktu akad dengan
asumsi harus | berpedoman pada kemungkinan
selalu untung untung rugi

2. | Besarnya Besarnya rasio bagi hasil
persentase berdasarkan  pada  jumlah
berdasarkan pada | keuntungan yang diperoleh
jumlah uang
(modal) yang
dipinjam

3. | Pembayaran Bagi hasil bergantung pada
bunga tetap seperti | keuntungan proyek  yang

dijalankan. Bila usaha merugi,

kerugian  akan  ditanggung

bersama oleh kedua belah pihak
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4. | Jumlah Jumlah pembagian laba
pembayaran bunga | meningkat ~ sesuai  dengan
tidak meningkat | peningkatan jumlah pendapatan
sekalipun jumlah
keuntungan

berlipat atau
keadaan ekonomi

sedang “booming”

Eksistensi bunga | Tidak ada yang meragukan
diragukan oleh | keabsahan bagi hasil
semua agama

termasuk Islam

Sumber: Buku Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari’ah.”

¥ Nurul Hak, Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari’ah (Yogyakarta” Teras, 2011), h. 111-112






BAB Il1

PRAKTEK SIMPANAN KHUSUS DI BMT NU SEJAHTERA CABANG KOTA
SEMARANG

A. Profil BMT NU Sejahtera
1. Sejarah Berdirinya KSPPS NU Sejahtera

Sejahtera telah mencatat bahwa kelahiran NU pertama kali diawali dengan Nahdlatul
Tujjar (1918) yang muncul sebagai lembaga gerakan ekonomi pedesaan, disusul kemudian
dengan Taswirul Afkar (1922) yang merupakan gerakan keilmuan dan budaya, dan Nahdlatul
Wathon (19240 yang merupakan gerakan politik dalam bentuk pendidikan. Dengan demikian,
bangunan NU didukung oleh tiga pilar utama yang bertumpuh pada kesadaran keagamaan faham
Ahlussunah Wal Jama’ah. Tiga pilar tersebut adalah (a) Wawasan Ekonomi Kerakyatan (b)
Wawasan keilmuan dan Sosial Budaya serta (c) Wawasan Kebangsaan.

Dalam pembangunan institusi perekonomian warga dan infrastruktur, NU mengalami
kegagalan yang cukup mencolok baik dalam usaha perbankan maupun usaha-usaha produksi
lainnya yang mencita-citakaan keterlibatan warga diakar rumput (hasil muktamar NU XXX37 :
1999 di Lirboyo Kediri). Kegagalan yamualim dan beberapa komponen milik NU tidak boleh
terulang kembali untuk yag kesekian kalinya. Untuk itu sifat profesionalisme dibidang ini harus
benar-benar digarap serius. NU diharapkan tidak intervensi terlalu dalam. Berdasarkan latar
belakang tersebut, maka NU sebagai organisasi sosial keagamaan memandang perlunya

membangun lembaga perekonomian yang berorientasi pada kepentingan Hadliyin/lummat.

Sehingga pada tanggal 29 Mei 2003 dengan akte pendrian koperasi no 180.08/315
dengan melalui anggotanya mendirikan koperasi ‘BUMI SEJAHTERA” yang berlokasikan di
Jalan Raya Manyaran-Gunungpati Km 10 Semarang. Dan di tahun 2008, tepatnya pada tanggal
25 April 2008 dengan akta pendirian koperasi nomor: 18.08/PAD/xiv.34/02 koperasi BUMI
SEJAHTERA berganti nama menjadi ‘NU SEJAHTERA’ yang berlokasi di Ruko Manyaran
Blok I Jalan Abdul Rachman Saleh 308 Semarang.*°

* Hasil wawancara dengan Sibyan sebagai staf HRD BMT NU Sejahtera di kantor Pusat, pada hari senin,
Tanggal 4 Oktober 2021, Pukul 10.00
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Seiring perkembangan perbankan dan dunia koperasi, Koperasi ‘NU SEJAHTERA’
sebagai kepanjangan tangan dari Lembaga Perekonomian NU LPNU ikut berpartisipasi dalam
memberikan kontribusi disektor perekonomian masyarakat yang berlandaskan syariah Islam.
Meliputi simpanan wadiah, simpanan berjangka, pembiayaan dimana itu semua merupakan

produk primer yang dikenalkan masyarakat.

Pada tanggal 16 maret 2009 , keberadaan koperasi ‘NU SEJAHTERA’ sudah ditingkat
Propinsi dengan badan hukum nomor 05/PAD/KDK.11/111/2009. Setlah exist sampai saat ini
atau kurang lebihnya dua tahun sejak berdirinya koperasi ‘NU SEJAHTERA’ telah memiliki
UJKS (UNIT Jasa Keuangan Syariah ) yaitu berupa Lembaga Keuangan Syariah BMT NU
Sejahtera yang sudah mempunyai beberapa kantor cabang diantaranya Gunungpati, Sudirman,
Manyaran, Genuk, Pudakpayung, Klipang, Mangkang, Magelang dan kebumen. Kantor yang
beralamat di Jalan Raya Demarang Kendal KM 15 No 99 Mangkang yang saat ini dijadikan
sebagai kantor pusat. Pada akhir tahun 2009 dibuka Kantor Cabang BMT NU Sejahtera di kota
dan kabupaten lain. Diawal bulan Agustus 2010 BMT tersebut merupakan unit dari koperasi NU

Sejahtera juga menggunakan system online.

Diawal tahun 2014 Koperasi BMT NU Sejahtera mengadakan RAT dengan hasil rapat
anggota dan pengurus bahwa BMT tersebut siap mengubah Anggaran Dasar Koperasi yang siap
beroprasi ditingkat Nasional. Dan disetujui oleh Kementrian Koperasi dan UKM RI sebagai
pembiayaan syariah. Setelah itu mendirikan kantor cabang dibeberapa provinsi dan kota.™

2. Visi Misi dan Tujuan BMT NU Sejahtera

a. Visi
Menjadi koperasi terbaik di Indonesia
b. Misi

a. Menciptakan kesejahteraan bagi para anggota yang berkesinambungan
b. Berdaya guna sebagai mitra strategis dan terpercaya bagi anggota

c. Berkontribusi dalam perkembangan perkoprasian di Indonesia

°! Hasil wawancara dengan Sibyan sebagai staf HRD BMT NU Sejahtera di kantor Pusat, pada hari senin,
Tanggal 4 Oktober 2021, Pukul 10.00
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d. Mengelola Koperasi dan unit usaha secara professional dengan menerapkan

prinsip Good Corporate Governance
c. Tujuan

1. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi ummat berdasarkan prinsip syariah
yang amanah dan berkeadilan

2. Mengembangkan ekonomi ummat dalam bentuk usaha mikro, kecil, dan
menengah dengan berpegangan dengan prinsip syari’ah

3. Meningkatkan pengetahuan ummat dalam pengelolaan keuangan yang bersih,
jujur, dan transparan

4. Meningkatkan semangat dan peran peserta masyarakat dalam kegiatan KSPPS
NU Sejahtera™

*? Hasil wawancara dengan Sibyan sebagai staf HRD BMT NU Sejahtera di kantor Pusat, pada hari senin,
Tanggal 4 Oktober 2021, Pukul 10.00
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% Hasil wawancara dengan Sibyan sebagai staf HRD BMT NU Sejahtera di kantor Pusat, pada hari senin,
Tanggal 4 Oktober 2021, Pukul 10.00
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3. Produk-Produk dan Jasa BMT NU Sejahtera
1. Simpanan Wadi’ah
a) Merupakan simpanan harian setor awal minimal Rp. 25.000,- dan setoran
selanjutnya minimal Rp. 5.000,-
b) Setiap bulan anggota akan mendapatkan bonus 0,2% dari rata-rata saldo
bulanan
c) Setiap bulan dikenakan biaya administrasi maksimal Rp. 500,- dan jika bonus
yang diterima kurang dari Rp. 500,- maka, biaya administrasi sama dengan
bonus tersebut.
2. Simpanan Pendidikan
a) Untuk pelajar dengan lembaga pendidikan
b) Setor awal minimal Rp. 5000,-
c) Setiap bulan anggota mendapatkan bonus 0,2%
d) Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan
e) Untuk anggotalembaga pendidikan disediakan buku tabungan untuk siswa
3. Simpanan Qurban
a) Penyimpanan khusus untuk keperluan pembelian hewan qurban
b) Setoran awal minimal Rp. 100.000,-
c) Bonus 0,2% setiap bulannya, dihitung dari rata-rata saldo
d) Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan
e) Pengambilan menjelang bulan qurban®
4. Simpanan Berjangka
Simpanan berdasarkan kaidah syari’ah. Mudharib memberikan kepercayaan
kepada KSPPS NUS untuk memanfaatkan dana yang dapat digunakan dalam
pembiayaan secara produktif. Laba dari pembiayaan sesuai dengan

kesepakatan di awal.

** File dari BMT NU Sejahtera, hasil wawancara dengan Sibyan sebagai staf HRD BMT NU Sejahtera di
kantor pusat, pada hari senin, Tanggal 4 Oktober 2021, pukul 09.30



a) Setoran awal Rp. 1.000.000,- dan kelipatannya.*®
Jangka waktu antara lain;
e 1 bulan, bagi hasil setara 0,25% per bulan
e 3 bulan, bagi hasil setara 0,4% per bulan
e 6 bulan, bagi hasil setara 0,6% per bulan
e 12 bulan, bagi hasil setara 0,8% per bulan
e 24 bulan, bagi hasil setara 0,9% per bulan
e 36 bulan, bagi hasil setara 1% per bulan
b) Anggota dibukakan rekening wadi’ah sebagai rekening penampungan bagi
hasil bulanan
c) Pengambilan sebelum jatuh tempo dikenakan penalty, sebesar 5% dari
nominal pokok simpanan
d) Anggota diberikan warkah sebagai bukti simpanan
e) Berlaku otomatis perpanjangan sesuai jangka waktu sebelumnya
5. Simpanan Pensiun
a) Simpanan untuk masa pensiun nanti
b) Jangka waktu 5 tahun dari 10 tahun
c) Setoran dibatasi Rp. 50.000,- dan kelipatan
d) Setoran berkelanjutan setiap bulan, sebelum tanggal tertentu, sesuai akad
perjanjian awal
e) Mendapatkan warkah
f) Jika sudah mencapai jangka waktu sesuai kesepakatan awal, maka anggota
mendapatkan bonus yang nominalnya sudah ditentukan diawal
6. Simpanan Haji dan Umroh
a) Simpanan untuk keperluan pendaftaran haji atau pelunasan biaya
pemberangkatan ibadah haji
b) Pengambilan dilakukan jika sudah cukup untuk mendaftar haji atau mendekati

waktu pelunasan biaya pemberangkatan ibadah haji

% File dari BMT NU Sejahtera, hasil wawancara dengan Sibyan sebagai staf HRD BMT NU Sejahtera di
kantor pusat, pada hari senin, Tanggal 4 Oktober 2021, pukul 09.30
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c) Setoran awal minimal Rp. 100.000,-

d) Tidak mendapatkan bonus bulanan®®

e) Penarikan di atas Rp. 10.000.000,- harus konfirmasi terlebih dahulu, minimal
1 hari sebelumnya®’

f) Mendapatkan buku rekening®

7. Simpanan pelunasan haji

a) Setor minimal Rp. 1.000.000 dan kelipatannya®

b) Nisbah menyesuaikan ketentuan Simka umum dengan jangka waktu 1 tahun
& berlaku perpanjangan otomatis s.d jatuh tempo pelunasan BPIH dan
pengambilannya tidak dikenakan pinalti

c) Bagi hasil dipergunakan untuk biaya bimbingan manasik haji di KBIH yang
dipilih calon jamaah. Bila sisa akan dikembalikan dan bila kurang calon
jamaah diminta tambahan

d) Proses penyetoran pelunasan BPIH dibantu KSPPS NUS

e) Mengisi formulir dilengkapi fotokopi KTP, fotokopi BPIH dan buku tabungan
haji dari bank penerima pendaftaran haji

f) Dana simpanan tidak bisa diambil kecuali untuk pelunasan BPIH dan biaya
manasik haji

g) Atas nama perorangan calon jamaah, bila yang bersangkutan berhalangan
tetap bisa dilimpahkan kepada penggantinya

h) Pengambilan dengan melampirkan pemberitahuan berangkat haji pada tahun
tersebut

8. Simpanan Khusus

Merupakan simpanan yang mendapatkan hadiah sesuai dengan keinginan, hadiah

akan diberikan diawal. Dan mendapatkan bagi hasil setelah jatuh tempo.

a) Diperuntukan untuk anggota perorangan & lembaga

b) Jangka waktu mulai 24 bulan

% File dari BMT NU Sejahtera, hasil wawancara dengan Sibyan sebagai staf HRD BMT NU Sejahtera di
kantor pusat, pada hari senin, Tanggal 4 Oktober 2021, pukul 09.30

% File dari BMT NU Sejahtera, hasil wawancara dengan Sibyan sebagai staf HRD BMT NU Sejahtera di
kantor pusat, pada hari senin, Tanggal 4 Oktober 2021, pukul 09.30



c¢) Hadiah menyesuaikan nominal simpanan dan jangka waktu*®

B. Praktek Simpanan Khusus di BMT NU Sejahtera
Simpanan khusus di BMT Sejahtera adalah simpanan yang diperuntukan oleh
anggota perorangan dan lembaga yang jangka waktunya mulai dari 24 bulan dimana bagi
hasilnya diberikan pada awal transaksi sesuai dengan nominal yang disimpan dan jangka
waktunya.*™
a. Keuntungan:
a. mendapatkan hadiah sesuai keinginan
b. hadiah akan diberikan di awal
c. nilai simpanan tidak berkurang
d. mendapatkan bagi hasil setelah jatuh tempo

b. syarat dan ketentuan

a. diperuntukkan untuk anggota perorangan dan lembaga
b. jangka waktu mulai dari 24 bulan

c. hadiah menyesuaikan nominal simpanan dan jangka waktu.?

Bagi hasil didalam simpanan khusus yaitu penyimpanan akan mendapatkan bagi
hasil sebesar 0,65% di awal transaksi dan penyimpan juga akan mendapatkan bagi hasil
setiap bulannya sebesar 0,05%. bagi hasil di awal diberikan dalam bentuk barang sesuai
dengan permintaan penyimpan dan sesuian dengan nominal yang di simpan seperti yang
jelaskan wawancara “Bagi hasil di awal itu sesuai dengan jumlah nominal yang disimpan
dek, tapi nanti tiap bulan juga akan mendapatkan juga. Jadi diawal kita menawarkan

mau dibelanjakan apa, kemudian berapa sisanya disimpan™'%®

1% File dari BMT NU Sejahtera, hasil wawancara dengan Sibyan sebagai staf HRD BMT NU Sejahtera di

kantor pusat, pada hari senin, Tanggal 4 Oktober 2021, pukul 09.30

1% Hasil wawancara dengan Sibyan sebagai staf HRD BMT NU Sejahtera di kantor Pusat, pada hari senin,
Tanggal 4 Oktober 2021, Pukul 10.00

1% File dari BMT NU Sejahtera, , hasil wawancara dengan Sibyan sebagai staf HRD BMT NU Sejahtera di
kantor pusat, pada hari senin, Tanggal 4 Oktober 2021, pukul 09.30

1% Hasil wawancara dengan sibyan sebagai staf HRD BMT NU Sejahtera di kantor Pusat, pada hari senin,
Tanggal 4 Oktober 2021, Pukul 10.00
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Simpanan khusus di BMT merupakan simpanan yang pada awalnya akan ada
hadiah atau bagi hasil dan akan ada bagi hasil setiap bulannya juga, namun bagi hasil
setiap bulan akan diberikan semua di akhir kontrak kerja sama. Penyimpan atau mudharib
menyimpan uang kepada baitul maal atau BMT dan kemudian akan disalurkan kembali
oleh pihak baitul maal atau BMT, “Jadi, nanti sisa uang dari yang sudah dibelikan di
awal atau hadiahnya akan di salurkan pada simpanan lainnya dek, “. Dalam tata cara
atau prosedur simpanan khusus terdapat dua cara yaitu seperti yang tergambar dalam
table berikut :

Shahibul
\El

Bagi Hasil

Warkat

Tabel 3.1 Prosedur simpanan khusus



v
<:l Bagi Hasil

Tabel 3.2 Prosedur Simpanan Khusus

Dalam simpanan khusus di BMT NU Sejahtera cara bertransaksi menggunakan
produk tersebut ada 2 cara atau dua alur seperti yang ada di table diatas. Yang pertama
pada table 3.1 alurnya yaitu pihak mudharib atau penyimpan tersebut melakukan
transaksi secara langsung kepada pihak BMT  kemudian penyimpan tersebut
menyerahkan besar nominal yang akan disimpan dan menyatakan bahwa pihak
penyimpan mengikuti program simpanan khusus. Pihak shahibul maal atau pihak BMT
akan menyebutkan syarat dan ketentuan yang ada pada produk simpanan khusus tersebut
yang harus diikuti oleh pihak mudharib atau penyimpan. Bagi hasil yang diperoleh oleh
penyimpan atau mudharib tersebut sudah ditentukan oleh pihak BMT dan harus
menyetujuinya. Setelah pihak penyimpan atau mudharib tersebut setuju dengan syarat
dan ketentuan yang sudah dijelaskan oleh pihak BMT.Maka pihak BMT atau shahibul
maal akan memberikan bagi hasil sesuai dengan nominal uang yang disimpan oleh pihak
penyimpan atau mudharib dalam bentuk barang yang diinginkan oleh mudharib atau
penyimpan. Barang yang diinginkan oleh mudharib atau penyimpan harus dibelanjakan
oleh pihak BMT atau jika ingin dibelanjakan sendiri maka harus didampingi oleh pihak
BMT atau shahibul maal. ketentuan harga barang yang dibelanjakan harus sesuai dengan
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jumlah bagi hasil, namun jika harga barang kurang dari nominal bagi hasil tersebut maka
sisa uang tersebut akan masuk ke dalam simpanan wadi’ah namun apabila sebaliknya
maka pihak penyimpan harus menambah sendiri untuk kekurangan harga barangnya.
Barang akan diterima mudharib atau penyimpan maksimal 1x24 jam. Sebagai bukti atau
jaminan program tersebut pihak penyimpan atau mudharib akan diberikan warkat.
Setelah jatuh tempo warkah tersebut akan digunakan oleh pihak mudharib atau
penyimpan untuk mengambil uang yang telah disimpan atau untuk memperpanjang
perjanjian dalam simpanan khusus. Pengambilan uang di BMT harus dilakukan oleh
pihak mudharib sesuai dengan waktu jatuh tempo, dan apabila kurang dari waktu yang
disepakati pihak mudharib akan mengambil uang tersebut maka akan dikenakan pinalti

atau denda.'®*

Perbedaan alur pada table 3.1 dan 3.2 di atas hanya pada perantara mudharib atau
penyimpan melakukan transaksi simpanan khusus. Dalam alur pada table 3.2 pihak
mudharib melakukan transaksi melalui marketing. Pihak marketing akan menjelaskan
syarat dan ketentuan yang ada pada simpanan khusus dan apabila mudharib
menyetujuinya pihak marketing akan mengkoordinasikan kepada pihak BMT. Syarat dan
ketentuan dalam hal ini sama dengan yang telah dijelaskan di atas. **

Selain melakukan pengamatan dan wawancara dengan pihak BMT, penulis juga
melakukan wawancara dengan penyimpan atau mudharib simpanan khusus, adapun

profilnya sebagai berikut :

1% Hasil wawancara dengan sibyan sebagai staf HRD BMT NU Sejahtera di kantor Pusat, pada hari senin,

Tanggal 21 Oktober 2021, Pukul 10.30
1% Hasil wawancara dengan sibyan sebagai staf HRD BMT NU Sejahtera di kantor Pusat, pada hari senin,
Tanggal 21 Oktober 2021, Pukul 10.30



N Nama Alamat Nominal Jatuh

Tempo
1| Nur Chamit Desa Pongangan, Semarang Rp. 75.000.000 | 2 tahun
2| Siti Prarianti Dusun Jogoprono, Rp. 10.000.000 | 2 tahun

Semarang
3| Nur Aeni Desa Gisik, Semarang Rp. 10.000.000 | 2 tahun

4| Amanatul Khasanah Desa Kalialang, Semarang Rp. 10.00.000 3 tahun

5| Eko Desa Babangkerep, Semarang | Rp. 105.000.000 | 3 tahun

6| Umi Chalivah Desa Plalangan, Semarang Rp.55.000.000 5.tahun

Tabel 3.3 Daftar Penyimpan ( Mudharib) di Simpanan Khusus

Nur Chamid, penyimpan atau mudharib pada simpanan khusus yang sudah
penyimpan uangnya di BMT NU Sejahtera Semarang dan sudah melakukan
perpanjangan. Bapak Nur Chamid berdomisili di Desa Pongangan, Semarang. Beliau
penyimpan uang simpanan khusus sebesar Rp. 75.000.000 untuk 2 tahun. Saat
menyimpan beliau menggunakan uang bagihasil untuk dibelikan motor, tablet, dan tv.
Bapak Nur Chamid mendapatkan bagi hasil Rp. 25.000.000 di awal dan mendapatkan
bagi hasil perbulan sebesar 0,05% yang diberikan pada saat jatuh tempo yaitu dana
simpanan sebesar Rp. 75.000.000 x 0,05%= Rp. 37.500 perbulan selama 2 tahun akan
mendapatkan bagi hasil sebesar Rp. 900.000. Jadi total uangyang seharusnya didapatkan
bapak nur chamid sebesar Rp. 75.900.000 pada saat jatuh tempo, namun pada
kenyataannya yang didapatkan bapak Nur Chamid sebesar Rp. 75.000.000. pada saat
pembelian barang beliau harus menambahkan uang karena barang yang ia beli melebihi
uang bagi hasil, “Saya membeli barang melebihi bagi hasil mbak, jadi kan menambah
uang. Lebih baik begitu daripada uang bagi hasil lebih, nanti malah hangus” penjelasan

dari Bapak Nur Chamid. Menurut beliau simpanan khusus lebih baik karena ia akan
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mendapatkan uang diawal dan dapat menyimpan uang sehingga uang bisa tersimpan dan
tidak digunakan. Bapak Nur Chamit juga menambahkan bahwa simpana khusus hanya
mendapatkan bagi hasil di awal dan perbulannya tidak, jadi pada saat jatuh tempo ia akan

mendapatkan uang yang sama jumlahnya dengan yang ia simpan di awal.**®

Siti Prarianti, penyimpan atau mudharib pada simpanan khusus yang sudah
menyimpan uangnya di BMT NU Sejahtera Semarang dan sudah melakukan
perpanjangan lbu Siti Prarianti berdomisili di Desa Jogoprono, semarang. Beliau
penyimpan uang simpanan khusus sebesar Rp. 10.000.000 untuk 2 tahun. Saat
menyimpan beliau menggunakan uang bagi hasil untuk dibelikan cincin emas. Ibu Siti
Prarianti mendapatkan bagi hasil RP. 1.500.000 di awal dan mendapatkan bagi hasil
sebesar 0,05% setiap bulannya dan akan diberikan pada saat jatuh tempo. Jadi pada saat
jatuh tempo pihak BMT akan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000 x 0,05% - Rp.
5000 perbulannya dan selama 2 tahun bu siti menerima uang sebesar Rp 10.000.000 +
Rp. 120.000= Rp. 10.120.000 pada saat jatuh tempo. saat pembelian barang beliau harus
menambahkan uang karena barang yang ia beli melebihi uang bagi hasil. “bagi hasil yang
saya dapat digunakan untuk membeli cincin emas, karena harganya tidak ada yang pas
jadi saya membeli cincin emas yang harganya melebihi nominal bagi hasil agar tidak
hangus bagi hasil saya”. Simpanan khusus merupakan simpanan yang tepat bagi
seseorang yang memiliki uang dan tidak ingin digunakan. Menurutnya simpanan khusus

juga memberikan keuntungan. Adapun contoh warkah sebagai berikut:

: Cincin Emas 2,7 gram
--Rp. 1.560.000,-
N + Sri Paryanti
.: Dikirimkan ke : DK.JOGOPRONO RT 004/006 SADENG
‘GUNUNGPATI SMG )

‘Yang menerima

(Sri Paryanti)

1% Wawancara dengan Nur Chamit selaku pengguna simpanan khusus di BMT NU Sejahtera, pada hari

selasa, tanggal 26 Oktober 2021, pukul 13.08.



Gambar 3.1 Warkah Simpanan Khusus Milik Siti Prarianti*®’

Nur Aeni, penyimpan atau mudharib pada simpanan khusus yang sudah
menyimpan uangnya di BMT NU Sejahtera Semarang yang berdomisili di Desa Gisik,
Semarang. Beliaun penyimpan uang simpanan khusus sebesar Rp. 10.000.000 untuk 2
tahun. Saat menyimpan beliau menggunakan uang bagi hasil untuk dibelikan mesin cuci.
Ibu Nur Aeni mendapatkan bagi hasil RP. 1.500.000 di awal dan mendapatkan bagi hasil
sebesar 0,05% setiap bulannya sehingga total bagi hasil dan uang yang dikembalikan
pihak BMT yaitu Rp. 10.000.000 x 0,05% =Rp. 5.000 perbulan. Sedangakn ibu Nur Aeni
menyimpan di simpanan khusus selama 2 tahun, jadi Rp. 10.000.000 + Rp 120.000 = Rp.
10.120.000 yang diberikan pada saat jatuh tempo dan saat pembelian barang beliau harus
menambahkan uang karena barang yang ia beli melebihi uang bagi hasil. “pada saat itu
saya ingin membeli mesin cuci dan saya mempunyai uang 10 juta. Saya ingin
mendapatkan mesin cuci dan uang 10 juta saya utuh, kemudian saya ditawarkan oleh
marketing BMT terkait produk simpanan khusus sehingga saya tertarik”. Menurutnya
simpanan khusus merupakan solusi yang tepat ketika seseorang mendapatkan kebutuhan
dan uang yang disimpan tetap utuh dan tidak berkurang meskipun terdapat konsekuensi
uang tidak bisa diambil dalam waktu tertentu. adapun contoh warkah sebagai berikut:

SYARAT-SYARAT SMPANAN KHUSUS BERHADIAK
5 Berharkoh XGPS NUS st dsnghat Semaus Berhadar
KM;‘“M
: Rp. 1560000 L -
- Nuraeni QQ Ngaji Hdeh deborkon Gdepm dan borsa b ibs SR
© DK.GISIK RTRW 0050004 SADENG Ksep m.mm:::;\:wwm as
GUNUNGPATI SMG e ot s b O e S A

mmﬂmmwmm

N TS
] o mongerihan L sebesar hrga perbeki hadeh 1)
et e ek samsus Derhasal -
TAT— berhadioh stas nama pomilk yang meneggd 0
e iy s . o Sy Tk o ARy
bbb el yang e epida KSPPS NUS.
(SPPS NUS ik baranggung javeb ol sagee wibat yarg ot \arena
Wmmnovﬁn

' Wawancara dengan Siti Prarianti selaku pengguna simpanan khusus di BMT NU Sejahtera, pada hari

selasa, tanggal 26 Oktober 2021, pukul 14.19.
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Gambar 3.2 Warkah Simpanan Khusus Milik Nur Aeni*®

Siti Amanatul Khasanah atau mudharib pada simpanan khusus yang sudah
menyimpan uangnya di BMT NU Sejahtera Semarang yang berdomisili di Desa
Kalialang, Semarang. Beliau penyimpan uang simpanan khusus sebesar Rp. 10.000.000
untuk jangka waktu atau jatuh tempo 3 tahun. Saat menyimpan beliau menggunakan uang
bagi hasilnya untuk dibelikan bahan material di rumah. lbu Siti Amanatul Khasanah
mendapatkan bagi hasil perolehan dari uang yang disimpan bagi hasil sebesar 0,065%
yang diberikan di awal. Maka total keseluruhan yang di dapatkan ibu Siti Aminatun
Khasanah di awal transaksi sebesar Rp. 23.400.000 dan ibu Siti akan mendapatkan bagi
hasil sebesar 0,05% setiap bulannya sehingga total bagi hasil dan uang yang kembalikan
pihak BMT yaitu Rp 10.000.000 x 0,05%= Rp. 5.000 setiap bulannya. Sedangkan ibu Siti
menyimpan di simpanan khusus selama 3 tahun, jadi Rp. 10.000.000 +Rp. 180.000= Rp.
10.180.000 yang diberikan pada saat jatuh tempo dan saat pembelian barang bahan
bangun ibu Siti Amanatun Khasanah mendapatkan uang kembalian dikarenakan total
bahan bangunan tersebut kurang dari nilai uang bagi hasilnya. “ pada pembelian bahan
bangunan saya request apa aja yang harus dibelidan hari berikutnya bahan bangunan
tersebut dating dirumah saya dan saya mendapatkan uang kembalian sebesar Rp

150.000” menurut ibu Siti Amanatun Khasanah simpanan khusus merupakan simpanan

1% \Wawancara dengan Nur Aeni selaku pengguna simpanan khusus di BMT NU Sejahtera, pada hari selasa,

tanggal 26 Oktober 2021, pukul 15.00



yang membantunya supaya uang yang dimiliki beliau tetap utuh dan mendapatkan apa
yang sedang dibutuhkan. Meskipun uang tersebut tidak bisa di ambil dalam waktu

tertentu atau pada saat beliau membutuhkan uang tersebut, adapun contoh warkah sebagai
berikut:

SYARATSYARAT SIMPANAN YOHUSUS BERMADIAM

e s v s e i £

'

oleh  : SITI AMANATUL KHASANAH B '
- BANGSEWU RT 01/02 SUK|

GPATI SEMARANG

Gambar 3.3 Warkah Simpanan Khusus Milik Siti Amanatul Khasanah®®

1% \Wawancara dengan Siti Amanatul Khasanah selaku pengguna simpanan khusus di BMT NU Sejahtera

oada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021, pukul 10.00
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Eko atau mudharib pada simpanan khusus yang sudah mentimpan uangnya di
BMT NU Sejahtera Semarang yang berdomisili di desa Kalipancur, Semarang. Beliau
penyimpan uang simpanan khusus sebesar Rp. 105.000.000 untuk jangka waktu atau
jatuh tempo 3 tahun. Saat menyimpan beliau menggunakan uang bagi hasilnya untuk
dibelikan motor scoopy. Bapak Eko mendapatkan bagi hasil yang diperoleh dari uang
yang disimpan bagi hasilnya sebesar 0,65% yang diberikan di awal transaksi. Maka total
keselutruhan yang didapatkan bapak Eko di awal transaksi sebesar Rp. 24.570.000 dan
bapak Eko akan mendapatkan bagi hasil sebesar 0,05% setiap bulannya sehingga total
bagi hasil dan uang yang dikembalikan pihak BMT yaitu Rp. 105.000.000 x 0,05% = Rp.
52.500 setiap bulannya. Sedangkan bapak Eko mentimpan di simpanan khusus selama 3
tahun, jadi Rp. 105.000.000 + Rp 1.890.000 = 106.890.000 yang diberikan pada saat
jatuh tempo dan saat pembelian barang nilai barang sama bagi hasilnya sudah sesuai
tidak ada sisa uang ataupun tambahan uang. “ simpanan khusus itu ada bagi hasilnya dan
bagi hasil lebih banyak di bank- bank umum, pada saat itu saya tertarik dengan produk
itu walaupun bagi hasilnya di berikan di awal saat transaksi. Kebetulan saya sedang
membutuhkan sepeda motor” menurut bapak Eko simpanan khusus merupakan
menyimpan uang kemudian mendapatkan bagi hasil di awal dan bagi hasilnya harus
berupa barang. Jadi kita bisa memiliki barang yang sedang dibutuhkan dan uang kita utuh
di BMT tersebut. Selain bagi hasil di awal menurut bapak Eko sesuai kesepakatan
perbulan juga akan mendapatkan bagi hasil dan bagi hasilnya diberikan pertahun masuk
kedalam buku tabungannya. Namun pak Eko menjelaskan lebih lanjut bahwa bagi
hasilnya belum masuk kedalam buku tabungannya. Adapun contoh warkah sebagai
berikut:



N AVAT AV ALV AL
RARARLS J
101 ..4 P.l b.l b‘l VAVAVAYslY

Nama - EKO SUWAR

Alamat -CANDI AT ARAN L RT. SPPS BMT N

i _Rp. 105.000.000; ( Seratus i juta [ B
NWO e ek e (Tiga) Tahun . ¢ KSPPS
Berlaku Mulai Tgl = 22 Januari 2021 sid anu

- (sat) unit HONDAVARIOS
ok warkat SIMPANAN KHUSUS BERHAD B
syarat-syarattentang SIMPANAN KHUSU :

mnwm

e m:B M
. JL.CANDI PENATARAN Il RT.

umiah uang SIMPANAN KHUSUS BERHADHF
terima komball.

(EKO SUWARNO)

Gambar 3.4 Warkah Simpanan Khusus Milik Eko Suwarno**

Umi chalivah atau mudharib pada simpanan khusus yang sudah menyimpan
uangnya di BMT NU Sejahtera Semarang yang berdomisili di desa Kalipancur,
semarang. Beliau penyimpan uang simpanan khusus sebesar Rp. 55.000.000 untuk jangka
waktu atau jatuh tempo 5 tahun. Saat menyimpan beliau menggunakan uang bagi

hasilnya untuk dibelikan sepeda motor dan sepeda. lbu Umi chalivah mendapatkan bagi

"% \Wawancara dengan Eko Suwarno selaku pengguna simpanan khusus di BMT NU Sejahtera pada hari Rabu
tanggal 1 Desember 2021, pukul 11.00

52



53

hasil yang diperoleh dari uang yang disimpan bagi hasilnya sebesar 0,65% yang
diberikan di awal transaksi. Maka total keseluruhan yang didapatkan oleh ibu Umi
Kholifah di awal transaksi sebesar Rp. 21.450.000 dan ibu Umi chalivah akan
mendapatkan bagi hasil sebesar 0,05% setiap bulannya sehingga total bagi hasil dan uang
yang dikembalikan oleh pihak BMT yaitu Rp. 55.000.000 x 0,05= Rp. 27.500 setiap
bulannya. Sedangkan ibu Umi chalivah menyimpan di simpanan khusus selama 5 tahun,
jadi Rp. 55.000.000 + Rp. 1.650.000 yang diberikan pada saat jatuh tempo dan pada saat
pembelian barang nila barangnya dengan bagi hasilnya di awal sudah sesuai tidak ada
sisa uang ataupun tambahan uang. Jika ada sisa maka uangnya akan hangus. “saya minta
bagi hasil yang saya dapatkan untuk dibelikan motor, ternyata bagi hasil tersebut masih
sisa kemudian pihak BMT menjelaskan apabila sisa uang tidak dibelikan barang maka
uangnya akan hangus.lalu saya belikan sepeda”. Menurut ibu Umi simpanan khususs
simpanan yang hadiah langsung tanpa diundi dan di dalam kesepakatanya mendapatkan

bagi hasil 0,05% setiap perbulannya. Adapun contoh warkah sebagai berikut:




Gambar 3.5 Warkah Simpanan Khusus Milik Umi Chalivah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada penyimpan
(mudharib) simpanan khusus. Simpanan khusus merupakan simpanan yang tepat ketika
seseorang ingin menyimpan uangnya dan mendapat keuntungan. Simpanan Kkhusus
memberikan bagi hasil di awal transaksi dan apabila uang tersebut lebih maka akan
hangus tetapi jika kurang ketika akan dibelikan barang maka mudharib harus
menambahnya sendiri. Bagi hasil yang diberikan oleh BMT kepada nasabah atau
penyimpan uang diawal yaitu 0,65% tetapi setiap bulan akan mendapatkan 0,05%
perbulan. Namun, saat penulis melakukan wawancara dengan Bapak Nur Chamit beliau
menjelaskan bahwa tidak ada bagi hasil setiap bulan dan hanya ada bagi hasil di awal
transaksi saja, hal ini juga dijelaskan oleh Ibu Siti dan Ibu Nur Aeni bahwa bagi hasil
perbulan itu memang dijelaskan ada 0,05% tetapi tidak bisa diharapkan dan juga tidak
mengharapkan, karena Ibu Siti dan Ibu Nur sudah cukup puas dengan bagi hasil yang
diwal transaksi dan bagi mereka asal uang kembal i juga sudah cukup, “Untuk bagi hasil
setiap bulan katanya ada mbak, tapi saya tidak mengharapkan karena katanya tidak

pasti, yang penting uang saya sih kembali saja sudah cukup mbak*** Jelas 1bu Nur Aeni.

" \Wawancara dengan Nur Aeni selaku pengguna simpanan khusus di BMT NU Sejahtera, pada hari selasa,

tanggal 26 Oktober 2021, pukul 15.09

54



55

Adapun penjelasan dari ibu Siti Amanatun Khasanah yaitu bahwa kesepakatan yang
diberikan oleh pihak BMT tidak dijelaskan bahwa ada bagi hasil perbulan sebesar 0,05%.
Ibu Siti Amanatun sudah cukup puas dengan bagi hasil yang diberikan di awal pada saat
transaksi dan bapak Eko menjelaskan bahwa bagi hasil perbulannya diberikan pertahun

dan masuk ke dalam buku tabungan milik bapak Eko.



BAB IV
ANALISIS PRAKTER BAGI HASIL SIMPANAN KHUSUS DI BMT NU SEJAHTERA

A. Analisis Terhadap Akad Dan Sistem Bagi Hasil Simpanan Khusus Di BMT NU

Sejahtera

Banyak kegiatan yang dilakukan dalam perbankan atau dalam lembaga keuangan syariah
atau BMT vyaitu salah satunya melakukan kegiatan untuk mengelola dana nasabah untuk
memperoleh keuntungan. Dengan adanya keuntungan kemudian akan disalurkan kembali kepada
msayarakat. Dalam hal tersebut dapat dipastikan bahwa pihak BMT juga membutuhkan dana
untuk di kembangkan sehingga BMT melakukan berbagai macam produk simpanan salah
satunya yaitu simpanan khusus dengan menggunakan akad mudharabah, yaitu akad kerja sama
suatu usaha antara kedua belah pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh
modal, sedangkan pihak kedua (mudharib) bertindak selaku pengelola modal, dan keuntungan
usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Jangka waktu
usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan
kesepakatan kedua belah pihak. Dalam fatwa 155/DSN-MUI/IX/2017 dijelaskan bahwa akad
mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal yang menyediakan
seluruh modal dengan pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai nisbah
yang disepakati dalam akad. Shabhibul al- mal adalah pihak penyedia dana dalam usaha kerja
sama usaha mudharabh, baik berupa orang (Syakhshiyah thabi iyah) maupun yang dipersamakan
dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. ‘Amil/mudharib adalah
pihak pengelola dana dalam usaha kerja sama usaha mudharabah, baik berupa orang maupun
yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Ra’s mal
al-mudharabah adalah modal usaha dalam kerja sama mudharabah. Nisbah bagi hasil adalah
nisbah atau perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil

usaha.!*?

Simpanan khusus merupakan produk baru yang ada di BMT NU Sejahtera Kota Semarang.
Produk tersebut dibentuk karena termotivasi adanya wabah Covid-19 di Indonesia. Adanya

wabah Covid-19 menimbulkan pemikiran pihak BMT NU Sejahtera agar masyarakat

"2 Fatwa DSN MUI No: 155/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad Mudharabah
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menyalurkan dana kepada pihak BMT dengan cara yang baru dan tetap menguntungkan kedua
belah pihak sehingga masyarakat di Indonesia tertarik. Wabah Covid-19 merupakan wabah yang
menyebabkan masyarakat mengalami penurunan dalam hal ekonomi, sehingga masyarakat
banyak yang mengeluarkan tabungan mereka untuk membali barang yang mereka butuhkan,
sehingga dengan adanya simpanan khusus ini masyarakat dapat menyimpan uang dan
mendapatkan barang yang mereka butuhkan. Simpanan khusus merupakan simpanan di mana
masyarakat menyalurkan dana kepada pihak BMT yang kemudian pihak BMT akan memberikan

bagi hasil berupa barang di awal transaksi.

Setelah penulis membahas mengenai profil BMT NU Sejahtera secara umum seperti produk-
produk yang dikeluarkan dan penulis juga menjelakan tentang praktek simpanan khusus secara
umum yang ada di BMT serta alur transaksi simpanan khusus yang penulis ambil langsung dari
lapangan yaitu melalui informasi BMT NU Sejahtera dengan mewawancarai langsung pihak
BMT dan masyarakat yang melakukan transaksi simpanan khusus tersebut seperti yang
dijelaskan pada bab sebelumnya. Pada bab ini penulis akan menganalisis lebih lanjut mengenai
akad yang diterapkan pada transaksi simpanan khusus di BMT NU Sejahtera, pelaksanaan

akadnya dan system bagi hasil di dalam simpanan khusus.

Produk yang dikeluarkan oleh pihak BMT sangat banyak salah satu diantaranya adalah
simpanan khusus. Simpanan khusus merupakan simpanan yang system bagi hasilnya diberikan
pada awal transaksi dan harus berupa barang. Bagi hasil yang diberikan pihak BMT yaitu 0,65%

di awal transaksi dan 0,05% setiap bulan yang diberikan pada saat jatuh tempo.

Akad di dalam setiap transaksi merupakan hal yang penting. Akad dalam muamalah
merupakan salah satu hal yang penting dan harus dipenuhi dalam segala transaksi. Akad
merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk

melakukan suatu perbuatan hukum tertentu.'*®

akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh
seseorang untuk dikerjakan, baik yang timbul karena satu kehendak, seperti wakaf, sumpah
maupun yang memerlukan kepada dua kehendak untuk mewujudkannya, seperti jual beli, sewa-

menyewa, pemberian kuasa, dan gadai.™**

1\, Pudjiraharjo, Nur Faizin Muhith, Figih Muamalah Ekonomi Syariah, (Malang: UB Press, 2019), him.9

1% Ahmad Wardi Muskich, Figih Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2015), him 111.



Transaksi yang ada di dalam simpanan khusus yaitu masyarakat yang tertarik pada produk
simpanan khusus menyimpan uangnya minimal 10 juta dengan jatuh tempo 2 tahun atau 24
bulan kepada pihak BMT NU Sejahtera, yang kemudian pihak BMT akan memberikan syarat
dan ketentuan salah satunya yaitu bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh pihak
BMT NU Sejahtera. Pihak BMT akan menyalurkan uang yang disimpan oleh masyarakat. Dilihat
dari sisi substansi pada hakekatnya transaksi pada simpanan khusus di BMT NU Sejahtera
menggunakan akad mudharabah. Mudharabah berdasarkan ahli figih merupakan suatu perjanjian
yang seseorang memberi hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang adanya
keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui. Sedangkan,
secara teknis mudharabah adalah kerja sama antara dua pihak pertama (shahibul maal)

menyediakan seluuruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.™

Dalam prakteknya Simpanan Khusus dilakukan oleh dua orang yang dilakukan oleh pihak
BMT pada simpanan khusus dalam hal ini masyarakat sebagai shohibul maal yang menyimpan
uangnya untuk disalurkan oleh pihak BMT yang berperan sebagai mudhorib. Setelah shahibul
maal memberikan uang yang akan disimpan maka pihak BMT akan memberikan syarat dan
ketentuan sehingga dalam hal ini transaksi ini merupakan transaksi yang disetujui oleh kedua
belah pihak. Pihak BMT akan memberikan nisbah atau bagi hasil yang sudah ditentukan oleh
pihak BMT yaitu sebesar 0,65 %. Shigat atau ijab gabul dalam hal ini tidak diucapkan secara
langsung dimana ketika shahibul maal memberikan uangnya berarti pihak shahibul maal sudah
setuju dan qabul dengan syarat dan ketentuan. Qabul yang dialkukan oleh penjual yaitu
menyerahkan uangnya dan sebagai bukti transaksi pihak BMT akan memberikan surat berharga
atau warkah. Dalam hal ini sudah terbukti bahwa tarnsaksi tersebut merupakan akad
mudharabah. Jenis akad Mudharabah ada 4 yaitu Mudharabah mugayyadah, Mutlagah,

Tsuna’iyyah, dan musytarakah.

Mudharaba-mugayyad adalah akad mudharabah yang dibatasi jenis usaha, jangka waktu
(waktu), dan tempat usaha. Mudharabah-muthlagah adalah akad mudharabah yang tidak dibatasi
jenis usaha, jangka waktu dan tempat usaha. Mudharabah-tsuna’iyyah adalah akad mudharabah

yang dilakukan secara langsung antara shahibul al-mal dan mudharib. Mudharabah-musytarakah

> Muhammad Musleihudin, Sistem Perbankan Salam Islam, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994) h. 63
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adalah akad mudharabh yang pengelolanya turut menyertakan modalnya dalam kerja sama

usaha.

Dalam simpanan khusus ini jenis usaha yang dilakukan pihak mudharib atau BMT tidak

dibatasi oleh shahibul maal sehingga simpanan khusus merupakan jenis mudharabah muthlagah.

Adapun mekanisme dalam simpanan khusus pada BMT NU Sejahtera cabang kota Semarang

adalah sebagai berikut:

1. Calon anggota atau nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan dating
langsung ke kantor BMT NU Sejahtera untuk mendapatkan informasi
simpanan atau bagian marketing mendatangi langsung ke anggota yang ingn
mengajukan simpanan

2. Membawa persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah/anggota untuk bisa
melakukan simpanan

3. Selanjutnya calon anggota atau nasabah menyebutkan nominal uang yang akan
disimpan di BMT dan menyerahkan uang sekalian

4. Setelah pihak BMT menerima nominal uang melakukan kesepakatan antara
kedua pihak dan menjelaskan bagi hasilnya. Dan dipihak nasabah
menyebutkan barang yang harus di belanjakan pihak BMT sesuai dengan bagi
hasil yang diperoleh anggota atau nasabah tersebut.

5. Setelah terjadinya kesepakatan selanjutnya pihak BMT menyerahkan warkah

atau jaminan untuk anggota.

Segala transaksi yang dilakukan dalam kaidah hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari
keberadaan bukti perjanjian atau akad diantara kedua belah pihak. Akad merupakan inti dari
sebuah transaksi atau kerjasama dana dalam akad tersebut termaktub segala ketentuan,
kebijakan, dan kesepakatan antara pihak yang bertranksaksi atau bekerjasama yang memiliki
kekuatan hukum yang bermanfaat sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kesepakatan
dan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Begitu pula yang berlaku pada system
perhitungan bagi hasil pada simpanan khusus di BMT NU Sejahtera cabang Semarang.

System bagi hasil di dalam simpanan khusus diberikan pada awal transaksi yaitu sebesar

0,65% berupa barang dan 0,05% setiap bulannya akan diberikan pada saat jatuh tempo. Bagi



hasil yang dilakukan oleh pihak BMT di awal transaksi harus berupa barang yang cara
pembeliannya akan diproses oleh pihak BMT sesuai keinginan penyimpan dan apabila
penyimpan ingin membelinya sendiri maka harus didampingi oleh pihak BMT. Pada saat jatuh
tempo pihak BMT akan mengembalikan uang yang disimpan beserta sisa bagi hasil yang harus

diterima oleh pihak shahibul maal yaitu sebesar 0,05% perbulannya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan keenam anggota nasabah dapat dijelaskan
bahwa akad yang dipakai dalam produk simpanan khusus adalah akad mudharabah dengan objek
akad yang digunakan uang sebagai modal dan barang atas bagi hasil. Meyoritas nasabah kurang
mengetahui jenis simpanan yang digunakan. Yang mereka ketahui adalah menyimpan uang dan
akan mendapatkan bagi hasil di awal sesuai kebutuhan dan keinginan kita secara langsung. Dan
pihak BMT tidak menjelaskan secara terperinci tentang bagi hasil yang di dapatkan oleh anggota
tersebut. Bahkan salah beberapa narasumber atau anggota yang penulis wawancarai sudah
mendapatkan penjelasan dari pihak BMT bahwa akan mendapatkan bagi hasil selain di awal
transaksi yaitu perbulan akan mendaapatkan sebesar 0,05%. Pada kenyataannya anggota tersebut

tidak mendapatkan bagi hasilnya pada saat jatuh tempo.

B. Analisis Praktek Simpanan Khusus BMT NU Sejahtera

Dalam bertransaksi di dalam Islam akad merupakan hal yang sangat penting. Akad
merupakan kesepakatan di dalam bertransaksi. Akad merupakan sesuatu yang mengatur sebuah
transaksi dimana akan melahirkan akibat hukum sehingga keabsahan akad tersebut akan
menentukan keabsahan sebuah transaksi.’'® Pada dasarnya akad yang dilakukan dalam
bertransaksi tidak jauh berbeda dengan serah terima pada umumnya yaitu kesepakatan yang
dilakukan oleh kedua pihak atau lebih dalam bertransaksi yang menyatakan persetujuannya
terhadap transaksi yang akan dilakukan, tentu saja akad atau kesepakatan harus sesuai dengan
hukum islam dimana syarat dan rukunnya harus dipenuhi sesuai dengan syariat islam. Rukun
adalah suatu hal yang wajib dipenuhi dalam suatu transaksi atau akad, terpenuhi atau tidaknya
suatu rukun dan syarat dalam akad dapat menyebabkan suatu akad atau kesepakatan di dalam

transaksi batal, rusak, atau sahnya suatu transaksi.

118 7ainal Abidin, “Akad Dalam Transaksi Muamalah Kontemporer”, (Pemekasan: Duta Creative, 2020), 3.
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Dalam suatu kaidah figih :
Wt A3 8 303 35 1 ) sy Alatadd) b i)
“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada

dalil yang mengharamkannya ™'

Dalam kaidah tersebut dijelaskan bahwa segala transaksi yang dilakukan dimasyarakat
boleh dilakukan ketika tidak ada dalil, hadist, atau ayat Al-Qur’an yang melarangnya. Dalam
masyarakat banyak sekali transaksi muamalah yang dilakukan seperti jual beli, kerja sama bagi
hasil, sewa menyewa, dll yang dibolehkan jika dilakukan sesuai syariat islam. Dalam Al-Qur’an
surah Al-Bagarah: 283
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“....akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa
kepada Allah Tuhannya” (Surah Al-Bagarah:283)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasannya dalam bertransaksi seseorang harus
melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya dan harus amanah terhadap apa yang telah
diperintahkan. Mudharabah merupakan transaksi bagi hasil yang dilakukan oleh dua orang atau
lebih dalam menjalankan suatu usaha bersama sehingga akad akan sahapabila masing-masing

pihak menjalankan amanah dan tanggung jawabnya.

Dijelaskan juga di dalam surat An-Nisa’ ayat 29 yang berbunyi:

PR 2 - T’,_a s 2 A -fF, 88 Z.

o e 5 &8 ol V) el e Sl Bl 910 2l s

"7 A Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis,

(Jakarta: Prenada Media, 2016), 130.
18 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnnya, (Jakarta: Institut lImu Al-Qur’an), h. 49
19 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnnya, (Jakarta: Institut llmu Al-Qur’an), h. 83



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu
dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka
sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa dalam bertransaksi harus suka sama suka.
Suka sama suka dapat diarti luaskan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak terpenuhi.
Seperti. Salah satu hak dan kewajiban yang ada di dalam akad mudharabah yaitu pembagian bagi

hasil yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dari praktek transaksi dalam simpanan khusus
di BMT NU Sejahtera, penulis menganalisis tentang akad mudharabah dalam praktek ini. Akad
mudharabah dalam simpanan khusus tersebut tidak sesuai karena praktek tersebut melakukan
bagi hasil di awal transaksi sedangkan dalam Islam system bagi hasil yang terapkan apabila
sudah menhitung berapa total bersih dalam menjalankan usaha kemudian pembagian bagi hasil
di akhir.

Mudharabah merupakan akad kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
dengan bagi hasil yang hasil, analisis rukun dan syaratnya yaitu :

1. Shahibul maal adalah pihak yang menyediakan dana atau menyalurkan dana
dalam kerja sama suatu usaha.shabhibul maal dalam transaksi simpanan
khusus yaitu masyarakat yang mengikuti program simpanan khusus karena
salah satu syarat dan ketentuan mengikuti program simpanan Khusus yaitu
menyimpan uang minimal Rp. 10.000.000 dan jatuh tempo minimal 2 tahun
yang kemudian akan dikelola oleh pihak BMT atau mudharib.

2. Mudharib merupakan pihak pengelola dana dalam kerja sama suatu
usaha.pihak mudharib dalam akad mudharabh tersebut yaitu BMT. BMT akan
menyalurkan uang yang disimpan oleh shahibul maal.

3. Ra’sul mal adalah modal usaha dalam kerja sama modal usaha dalam hal ini
yaitu uang yang disimpan oleh shahibul maal

4. Amal yaitu pekerjaan pengelola modal sehingga menghasilkan laba. Pihak

BMT akan mengelola dana yang telah disimpan oleh masyarakat untuk
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mendapatkan keuntungan lagi yaitu dengan cara disalurkan kembali kepada
masyarakat yang membutuhkan modal atau pinjaman.

5. Nisbah yaitu keuntungan atau bagi hasil dalam kerja sama. Bagi hasil dalam
simpanan khusus tersebut sebanyak 0,65% di awal transaksi dan 0,05% setiap
bulannya dan akan diberikan pada saat jatuh tempo simpanan tersebut.

6. Shighat atau ijab gabul adalah perbuatan yang menunjukan terjadinya akad
yang dilakukan dalam transaksi kerj sama. Bentuk ijab dalam transaksi ini
adalah pihak BMT memberikan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam
simpanan khusus. Bentuk gabul yaitu yang dilakukan oleh pihak shahibul
maal mensetujui syarat dan ketentuan yang diberikan oleh pihak BMT. Bukti
ijab gabul yang diberikan oleh pihak BMT yaitu dalam bentuk warkah.

Dalam rukun mudharabah tidak hanya rukun yang dipenuhi tetapi terdapat syarat dan
ketentuan yang tidak kalah penting. Syarat shahibul maal dan mudharib yaitu keduannya
hendaklah berakal dan sudah baligh (berumur 15 tahun) dan bukan orang yang dipaksa.
Keduanya juga harus memiliki kemampuan untuk mewakili dan diwakili. Dalam simpanan
khusus pihak shahibul mal merupakan pihak yang dewasa karena dalam syarat mengikuti
simpana khusus diharuskan membawa KTP dan memiliki sejumlah uang yang akan di simpan
sedangkan pihak mudharib dalam hal ini merupakan badan usaha yang sudah terdaftar di

Indonesia sehingga sudah dewasa serta berakal dan baligh.

Syarat amaal yaitu harus sesuai syariat Islam, dalam hal ini shahibul maal tidak ada
batasan untuk BMT mengelola modal yang diberikannya, tetapi usaha atau uang harus dikelola

sesuai dengan syariat Islam.

Syarat Sighat atau ijab gabul yaitu orang yang mengucapkannya telah berakal dan
baligh, kedua belah pihak sedang membicarakan akad yang sama, dan dilakukan dalam satu
majelis. Dalam hal ini sighat atau ijab gabul suda dilakukan oleh pihak dewasa dan baligh selain
itu saat shahibul maal menyatakan keikut sertaannya dalam simpanan khusus maka pihak BMT
akan memberikan syarat dan ketentuan yang harus di ikuti oleh phak shahibul mal sehingga
dalam hal ii ketika pihak shahibul maal menyetujunya maka gabul telah terjadi.



Syarat ra’sul maal yaitu harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, jika modal berbentuk
barang maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa uang yang beredar (atau
sejenisnya), modal juga harus bentuk tunai dan buka piutang, dan modal harus diserahka kepada
mudharib untuk memungkinkan melakukan kegiatan usaha. Dalam simpanan khusus ini modal
yang diberikan shahibul maal merupakan uang tunai yang jumlah dan waktunya jelas dan sudah
ditentukan oleh pihak mudharib atau BMT. Modal yang diserahkan kepada pihak BMT paling
sedikit yaitu Rp. 10.000.000,00 dalam jangka waktu minimal dua tahun. Adapun jumlah uang

dan jangka waktunya adalah sebagai berikut :

AC Samsung | PX NP Samaung 520 FE

10 o (@

—_—
} Laptop Asus 14 Oppo Reno § Pro Emas Antam 7 Gr
v @ @ @
"‘ 3 '
' - .
Mesn Cuai LG Xioami Mi 111 8/2%6 MacBook Pro

36 Bulan ¥ 4 a7

Iphone 12 Pro 128

48 Bulan fem #@*T@ :
vy S

Honda Varie 125 CAS | Monda PCX 150 CBS
®.

.

&:b

Leather Sota Emas Antam 14 Gr & iphane 11 Pros Honda Scoopy Yamana Aerer 188 cc

%y 00, @,®

60 Bulan

H & &b <D

Eloctrotux Ipad Pro 11 Inch Honda Genie Tarmaha Weas 25 ABS Agra 1062021

Table 4.1 nominal dan jangka waktu bagi hasil

Dalam hal ini modal atau ra’sul maal sudah sesuai dengan syarat sesuai syariat Islam.

Dan terahkhir syarat nisbah/ keuntungan/ bagi hasil yaitu harus dinyatakan dalam presentase
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dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti. Keuntungan yang menjadi milik pekerja dan
pemilik modal harus jelas presentasenya, kesepakatan rasio presentase harus dicapai melalui
negosiasi dan dituangkan dalam kontrak, dan pembagian keuntungan baru dapat dilakukan
setelah mudharib mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada shohibul maal. dalam hal
ini keuntungan yang ada didalam simpanan khusus sudah dinyatakan dalam bentuk presentase
yaitu 0,65% diawal transaksi dan 0,05% setiap bulan yang kemudian diserahkan di akhir jatuh
tempo.

Namun, di dalam transaksi simpanan khusus yang terjadi adalah pembagian hasil tidak
sesuai dengan yang ditentukan. Bagi hasil adalah suatu system pengolahan dana dalam
perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dan
pengelola (mudharib).*?® Sistem bagi hasil merupakan system dimana dilakukannya perjanjian
atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan
adanya pembagan hasil atas keuntungan yang akan didapat anatara kedua belah pihak atau lebih.
Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan
bersama dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-Taradhin) dimasing-masing pihak tanpa

adanya unsur paksaan.*

Secara umum, prinsip nilai Islam dalam kehidupan aktivitas ekonomi masyarakat,
khususnya dalam konsep pembiayaan sistem bagi hasil, harus mengedepankan nilai-nilai yang
Islami, yaitu mencari ridho Allah, Iman yang kuat, Perwakilan harta Allah SWT, Akhlaqul
Karimah, tidak ada unsur riba, tidak ada unsur penipuan dan bersikap jujur, keseimbangan,

menghindari fitnah, tidak dzalim dan harus adil.

Nisbah atau bagi hasil yang terjadi di dalam simpanan khusus pada kenyataannya tidak
sesuai dengan kesepakatan awal bahwasanya di dalam akad atau kontrak, terdapat bagi hasil di
awal transaksi 0.65% dan bagi hasil di setiap bulannya yang akan diberikan pada jatuh tempo
yaitu 0,05%, seperti yang telah dijelaskan oleh pihak BMT dan pada brosur berikut :

120 Syafi’l Antonio, Bank Syariah Teori dan Praktek. (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 90

Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank syari’ah, (Yogyakarta:Ull
Press, 2004), h. 18
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Tetapi pada kenyataannya bagi hasil setiap bulan yaitu 0,05% yang diberikan pihak
BMT tidak lah pasti dan tidak selalu diberikan, seperti dalam pernyataan Ibu Siti Prarianti
“Kalo bagi hasil yang setiap bulan kurang tau saya, kayanya sih engga ada, soalnya dari BMT

122 Hal ini membuktikan bahwasanya nisbah atau bagi

juga bilang jangan terlalu berharap
hasil tidak sesuai dengan akad dan kesepakatan. Bagi hasil seharusnya adil seperti yang telah
penulis jelaskan di atas. Sehingga syarat bagi hasil atau nsbah yang seharusnya jelas dan adil
dalam hal ini menjadi rusak karena pihak BMT tidak memberikan uang atau bagi hasil yang

seharusnya diberikan pada akhir jatuh tempo. Dalam Qs. An- Nahl ayat 90 dijelaskan bahwa :

22 Wawancara dengan Siti Prarianti selaku pengguna simpanan khusus di BMT NU Sejahtera, pada hari

selasa, tanggal 26 Oktober 2021, pukul 14.19.
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“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan)
perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran

kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”

Jelas bahwasanya dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan kepada manusia
untuk berlaku adil dan dalam pembagian hasil ini lah yang tentunya harus dengan kontrak,
namun dalam hal ini pihak BMT tidak melaksanakan akad tersebut sehingga akad menjadi rusak
karena tidak terpenuhinya bagi hasil yang sesuai dengan kontrak. Dalam hal ini bagi hasil yang
dilakkan oleh pihak BMT juga dilakukan di awal transaksi yaitu 0,65% yang seharusnya bagi
hasil dilakukan di akhir sehingga jelas jumlahnya berapa, namun hal ini tidak masalah karena

sudah menjadi kesepakatan di awal transaksi dan kesepakatan kedua belah pihak.

Akad Sahih ialah akad yang memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari
akad sahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat
kepada pihak- pihak yang berakad. Akad tidak sahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada
rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak
mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian, ulama Hanafiah membagi akad ini menjadi dua

yaitu'? :

1. Akad yang bathil, yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau ada
larangan lagsung dari syara’.
2. Akad yang fasid, yaitu akad yang disyariatkan tetapi sifat yang diakadkan tidak

jelas.

123

2018), 56.

Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron lhsan, Sapiudin Shidiq, “Figih Muamalat”, (Jakarta: Kencana, Prenamedia Group,



Akan tetapi, jumhur ulama figh menyatakan bahwa akad bathil dan fasid itu sama,
yaitu tidak sah dan tidak mengakibatkan hukum apapun‘**Dalam transaksi ini semua rukun
sudah terpenuhi, hanya saja dalam kegiatan bagi hasil pihak BMT tidak menyerahkan bagi
hasilnya sesuai dengan kontrak diawal transaksi yaitu 0,05% sehingga akad menjadi fasid atau
rusak.

Dalam praktik simpanan khusus di BMT akad yang digunakan adalah akad
mudharabah muthlagah karena dalam transaksi ini tidak ada ketentuan pengelola dana.Transaksi
bagi hasil dimana masyarakat sebagai shohibul maal dan pihak BMT sebagai mudhorib. Akad
dalam transaksi ini setelah penulis melakukan penelitian mengandung 2 (dua) hukum yaitu yang
pertama, akad sah atau shohih karena rukun dan syarat mudharabah dalam simpanan khusus ini
terpenuhi yaitu adanya mudharib dan shohibul maal yang sudah memenuhi syarat dibuktikannya
dengan syarat mengikuti simsus haruslah seseorang yang sudah mempunyai KTP dan tentu
memiliki uang yang akan disimpan, adanya usaha ayang dijalankan, modal, bagi hasil dan
sighot atau ijab gabul yang salam hal ini berbentuk warkah. Adapun bagi hasil dalam simapanan
khusus juga sudah terpenuhi apabila shohibul maal menerima bagi hasil di awal sebesar 0,65 %
dan 0,05 % setiap bulannya yang akan diberikan di akhir jatuh tempo atau setiap tahunnya
seperti yang dikatakan Bapak Eko sebagai salah satu narasumber peneliti. Adapun apabila bagi
hasil tidak didapatkan sepenuhnya maka akad akan menjadi rusak sehingga terdapat analisis
yang kedua, dimana rukun terpenuhi namun tidak dengan syaratnya. Bagi hasil harus sesuai
dengan perjanjian atau kontrak di awal namun, dalam hal ini terdapat beberapa pihak yang tidak
mendapatkan bagi hasil sesuai dengan yang di sepakati di kontrak awal, yaitu bagi halis 0,05
yang seharusnya di dapatkan setiap bulan namun tidak dipatkan, seperti yang dikatakan Bapak
Nur Chamid, beliau sudah perpanjang simsus namun pada saat simsus awal beliau tidak
mendapatkan bagi hasil 0,05% yang seharusnya di dapatkannya, beliau hanya mendapatkan bagi
hasil 0,65% di awal saja. Hal yang sama juga dikatakan oleh Pak eko, beliau di jelaskan oleh
pihak BMT dimana bagi hasil 0,05% akan di dapatkan setiap bulan dan akan di berikan setiap
tahunnya, namun ditahun pertama beliau belum mendapatkan bagi hasil yang setiap bulan beliau
baru mendapatkan bagi hasil di awal saja yaitu sebesar 0,065 % yang sudah beliau belikan motor

sehingga dalam hal ini akad sah namun rusak atau fasid.

2% pid.,
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BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Berdasarkan landasan teori akad yang digunakan untuk menganalisis data
lapangan yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. System bagi hasil dalam syari’at Islam dikenal dengan mudharabah, adapun system bagi
hasil tersebut diperbolehkan karena sudah sesuai dengan Al Qur’an dan As-sunnah.
Aturan yang harus ada dalam mudharabah yaitu shahibul maal (pemilik modal),
mudharib (pengelola), shighat (ijab gabul), ra’sul maal (modal), nisbah (keuntungan).
System bagi hasil yang diterapkan dalam simpanan khusus di BMT NU Sejahtera adalah
pembagian bagi hasil di awal transaksi yaitu sebesar 0,65% dan harus dibelanjakan
berupa barang. ketentuan bagi hasil seluruhnya ditentukan oleh pihak BMT dan pihak
BMT menjelaskan bahwa ada bagi hasil perbulan yang akan diberikan pada saat jatuh
tempo sebesar 0.05%. Akad mudharabah yang digunakan dalam system bagi hasil dalam
simpanan khusus tersebut yaitu mudharabah muthlagah dimana bentuk kerjasama antara
shahibul maal dan mudharib cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi
jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

2. Analisis hukum Islam, jika dilihat dari teori hukum Islam belum sepenuhya memenuhi
rukun dan syarat. Hal ini disebabkan karena belum adanya kejelasan dalam objek
simpanan yaitu bagi hasil perbulan yang akan diperoleh pihak anggota pada saat jatuh
tempo. Sedangkan dalam fatwa DSN MUI No. 155/DSN-MUI/1X/2017 menjelaskan
bahwa tidak boleh menyalahi isi dan substansi atau syarat-syarat yang disepakati oleh
kedua belah pihak dalam akad. Dalam hal tersebut akad mudharabah dalam praktek
simpanan khusus tidak sesuai dikarenakan dalam Islam bagi hasil harus akan dibagikan
apabila sudah mengetahui total keuntungan. Tetapi dalam praktek simpanan khusus
tersebut bagi hasil diberikan diawal transaksi kedua belah pihak belum mengetahui
seberapa keuntungan yang akan diperoleh tetapi pihak BMT memberikan presentasi yang

harus diterima oleh anggota.
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B. Saran

Berdasarkan data dan informasi yang telah diperoleh, maka terdapat saran-saran yang

penulis tunjukan kepada pihak-pihak dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penulis memberikan saran kepada seluruh masyarakat khususnya yang beragama
Islam untuk lebih memperhatikan tata cara bertransaksi atau bermuamalah agar
sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan jika ingin menginvestasikan uangnya
masyarakat dapat memperhatikan syarat ketentuan dan prakteknya.

2. Kepada pihak shahibul maal atau penyimpan dalam transaksi simpanan khusus
tersebut penyimpan harus memastikan bagi hasil yang telah disepakati kedua
belah pihak harus sesuai dengan kontraknya. Dalam bertansaksi hendaknya
penyimpan hendaknya mengetahui kontrak di dalam transaksi tidak hanya
memperhatikan keuntungan atau nisbah yang besar saja.

3. Kepada pihak mudharib atau pihak BMT dalam melaksanakan programnya pihak
BMT seharusnya sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan kontrak yang
telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pihak BMT harus bisa menjaga amanah
yang telah dpercaya oleh masyarakat yang luas.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas berkah rahmat, hidayah,
dan ridha_Nya penulis telah menyelesaikan seluruh rangkaian dalam penulisan skripsi yang
berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Simpanan Khusus Di BMT NU Sejahtera Cabang

Kota Semarang”

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah
memberikan suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Terimakasih yang sebesar-besarnya
untuk Bapak, Ibu dan segenap keluarga yang selalu mendoakan dan memberikan support
dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa terima kasih kepada para guru, dosen,
khususnya dosen pembimbing yang selalu mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi

dari awal hingga sampai saat ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini

masih jauh dari kesempurnaan, dan masih banyak kekurangan baik terkait substansi maupun
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bahasa. Oleh karena itu, segala kritik, saran, masukan, dan arahan sangat diharapkan untuk

kesempurnaan dalam penulisan selanjutnya dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin
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